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Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak -bapak
(kandung) mereka itulah yang lebih adil dari sisi Allah, dan jika kamu tidak
mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai)saudara-

saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa bagimu tergadap apa
yang kamu salah padanya, tetapi (yang ada dosanya adalah) apa yang disengaja

oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

-Q.S Al-Ahzaab ayat: 5-

Vi



PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada orang tua penulis yang telah memberikan
semangat, do’a ,dukungan, dan motivasi terbaik sehingga penulis dapat
menyelesaikan studinya. Selanjutnya kepada sahabat seperjuangan Faticha,Yuli
yang telah memberikan dukungan dan motivasi, semua rekan seperjuangan. Dan

terimakasih buat orang yang tersayang Faisal atas doa dan memberiku semangat.

vii



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman

transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan
Fonen konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam literasi ini sebagian
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin
adalah sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
Tidak

Alif Dilambangkan Tidak dilambangkan

|

o Ba B Be

- Ta T Te

& Sa $ (Es dengan titik di atas)
Jim J Je

c

: Ha h Ha (dengan titik di bawah)

¢ Kha Kh Ka dan Ha

5 Dal D Da

5 Zal 4 Zet (dengan titik di atas)
Ra R Er

J

. Zai Z Zet

J
Sin S Es

J

P Syin Sy Es dan ye
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e sad $ Es (dengan titik di bawah)
2 dad d De (dengan titik di bawah)
1L ta t Te (dengan titik di bawah)
5 za z Zet (dengan titik dibawah)
¢ ‘ain Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge

O Fa F Ef

3 Qaf Q Ki

5| Kaf K Ka

J Lam L El

. Mim M Em

3 Nun N En

5 Wau O We

A Ha P Ha

. Hamzah o Apostrop

& Ya Y Ye

2. Vokal
Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia berdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
a. Vocal tunggal
Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat,transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

& fathah A A

Kasrah I I




& Dhammah U U

Contoh:
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. < Kataba
2. Jﬁ Zukira
3. ol YaZhabu

b. Vocal Rangkap
Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anatara

harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
G veeens i Fathah dan ya Ai Adani
P i Fathah dan wau Au Adanu
Contoh:
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. IS Kaifa

2. ds Haula




3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf

maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
S eennns i Fathah dan alif A A dan garis di atas
atau ya
S eeenes i Kasrah dan ya I I dan garis di atas
Seeenes i Dammah dan U U dan garis di atas
wau
Contoh:

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi

1. Ja Qala

2. Jad Qila

3. Js Yaqulu

4, =) Rama

4. Ta’Mabitah

Transliterasinya untuk Ta’Mabitah ada dua:

a. Ta’Mabitah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah,kasrah,atau
dammah tasliterasinya adalah /t/.

b. Ta’Mabitah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah
/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta’Mabutah di ikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka Ta’Mabiitah ditansliterasinya dengan /h/.
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Contoh:

No. | Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. iy Raudhah al-atfal/ raudatul atfal
2. dall Talhah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasu
ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang

sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

No. | Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. &) Rabbana
2. J5 Nazzala

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu namun
dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang
di ikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata kata sandang yang diikuti oleh
huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata
sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata

yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.
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No. Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. dadl Ar-Rajulu
2. JS]! Al-Jalalu
7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan
dengan opostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata.
Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena tulisan Arab

berapa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. Jsi Akala
2. O2als Ta’khuZuna
3. Eul An-Nau’u

8. Huruf Kapital
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan
pemulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut bukan huruf
awal atau kata sandangan.

Penggunaan huruf kata kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
Tulisan Arabnya memang lengkan demikian dan kalau penulisan tersebut
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau hakakat yang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:
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No. Kalimat Arab Transliterasi

1. | dey¥) danalag Wa maMuhaamdun illarasil

2. | oalall Hellaaal) Al-hamdu lillhi rabbil ‘alamina

9. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il,ism maupun huraf yang ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa

diranhkainya.

Contoh:
No. Kalimat Bahasa Arab Transliterasi
1. OB pa sed ) o) s Wa innallaha lahuwa khair ar-
raziqin/Wa innallaha  lahuwa
khairur-razigin
2. O el SIS a5l Fa aufu al-Kaila wa al-mizana/ Fa
auful — kaila wal mizana
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ABSTRAK

Niken Anjaraswati, NIM: 18.21.21.106 “TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TUGAS DAN KEWAJIBAN ORANG TUA KEPADA ANAK
ANGKAT (Studi Kasus di Desa Tawengan, Kecamatan Sambi, Kabupaten
Boyolali)”. Progam Studi Hukum Kelurga Islam, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, September 2023.

Tugas dan kewajiban orang tua terhadap anak angkat perlu dijelaskan secara
benar agar proses pengangkatan anak kedepanya sejalan dengan hukum Islam.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan pengangkatan anak
dan pemenuhan hak anak angkat oleh orang tua angkat di Desa Tawengan
Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan
pendekatan kualitatif. Sumber data yang dipakai yaitu orang tua yang mengangkat
anak sebagai sumber data primer dan buku-buku, jurnal, artikel ilmiah sebagai data
sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.
Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data yang digunakan yaitu
analisis Miles dan Huberman.

Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa praktik pengangkatan anak di
Desa Tawengan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali umumnya dari Keluarga
Bapak SPT mengangkat anak laki-laki dilakukan hanya melalui selamatan
mengundang tetangga sekitar. Keluarga Bapak DPN mengangkat anak laki-laki
tidak dilakukan secara adat hanya pihak keluarga yang mengetahui. Keluarga
Bapak SRJ mengangkat anak perempuan. Pengangkatan anak hanya memberi tahu
kepada warga sekitar. Dari praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan kurang
sesuai dengan Hukum Islam karena ada upaya menghilangkan nasab dari kasus
keluarga SYN dan SRJ ini menunjukkan adanya upaya menghilangkan nasab dari
anak terhadap orang tua kandungnya, yaitu dengan sengaja tidak memberitahukan
kepada anak. Adapun tanggung jawab dari orang tua angkat terhadap anak angkat
yang telah dipenuhi oleh orang tua angkat di Desa Tawengan antara lain tanggung
jawab dari memelihara anak dengan baik, memberikan pendidikan yang layak,
Menjaga kesehatan anak. Pemenuhan tanggung jawab oleh orang tua angkat
terhadap hak anak angkat yaitu dari pemenuhan tugas dan tanggung jawab sesuai
dengan yang diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 perubahan
atas UU yang diatur pada No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal
171 Kompilasi Hukum Islam .

Kata Kunci: Praktik, Anak Angkat, Tanggung Jawab Orang Tua Angkat
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ABSTRACK

Niken Anjaraswati, NIM: 18.21.21.106 “Islamic Law Review of the Duties
and Obligations of Parents Towards Adopted Children (Case Study in Tawengan
Village, Sambi Sub-district, Boyolali Regency). Islamic Family Law Study
Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Raden Mas Said
Surakarta, September 2023”. The duties and obligations of parents towards adopted
children need to be explained correctly so that the future adoption process is in line
with Islamic law. This research aims to determine the practice of implementing
child adoption and fulfilling the rights of adopted children by adoptive parents in
Tawengan Village, Sambi District, Boyolali District.

This research uses a type of field research with a qualitative approach. The
data sources used are parents who raise children as primary data sources and books,
journals, scientific articles as secondary data. Data collection techniques use
interviews and documentation. The data analysis technique used is the data analysis
used, namely Miles and Huberman analysis.

The results of this research show that the practice of adopting children in
Tawengan Village, Sambi District, Boyolali Regency, is generally from the family
of Mr. SPT. Mr. DPN's family did not adopt a son according to custom, only the
family knows. Mr SRJ's family adopted a daughter. Adoption of children only
informs local residents. The practice of adopting children in Tawengan Village is
not in accordance with Islamic law because there is an attempt to remove the lineage
from the SYN and SRJ family cases. This shows that there is an effort to remove
the child's lineage towards their biological parents, namely by deliberately not
telling the child. The responsibilities of adoptive parents towards adopted children
that have been fulfilled by adoptive parents in Tawengan Village include the
responsibilities of caring for children well, providing proper education, maintaining
children's health. Fulfillment of responsibilities by adoptive parents regarding the
rights of adopted children, namely from fulfilling duties and responsibilities in
accordance with those mandated in Article 39 paragraph 1 of Law no. 35 of 2014
amends the Law regulated in No. 23 of 2002 concerning Child Protection and
Article 171 of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Practice, Adopted Children, Responsibilities of Adoptive Parents
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Mengangkat anak atau mengadopsi anak merupakan salah satu jalur
alternatif yang dapat ditempuh oleh sebuah keluarga yang belum dikaruniai
anak atau ingin menambah anggota keluarga. Selain itu, mengangkat anak
adalah menjadi solusi bagi pasangan yang telah divonis tidak bisa
mendapatkan keturunan seperti mandul dan berbagai macam sebab lainya.
Solusi ini sangat relevan bagi mereka yang mendambakan kehadiran seorang
anak di tengah keluarga, di mana pengapdosian anak dapat menyelamatkan
perkawinan guna mencapai kebahagiaan rumah tangga mereka.! Sehingga
ketika dalam perkawinan tidak dikaruniai keturunan anak maka akan
menimbulkan berbagai peristiwa hukum misalnya perceraian, poligami dan
pengangkatan anak.

Pengangkatan anak negara mengeluarkan beberapa peraturan perundang-
undangan. Peraturan tersebut diatur pada Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun
2014 tentang perubahan atas UU. Ketentuan yang diatur pada No. 23 Tahun
2002 tentang perlindungan anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat
dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-

! Mardani, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Binamulia

Hukum Vol. 8 No. 2, Desember 2019, him. 118.



undangan.? Penjelasan dari ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam pasal
19 peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan
pengangkatan anak, dimana pengangkatan anak secara adat ke biasaan
dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang
bersangkutan.® Selanjutnya pasal 20 ayat 1 menyatakan permohonan
pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan
untuk mendapatkan penetapan pengadilan.*

Kemudian pengangkatan anak Hukum Islam tidak mengenal
pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak.
Sedangkan yang dianjurkan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan
anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan
dalam segala kebutuhan dan tidak memperlakukan sebagai anak kandung.
Proses pengangkatan anak ditinjau dari Hukum Islam memiliki beberapa

batasan.

2 Peraturan Pemerintah Nomor 35, Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Angkat, Pasal 20

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Angkat, Pasal 19 ayat 1



Menurut ulama figih Wahbah Al-Zuhaidi, pengangkatan anak
diistilahkan sebagai “Tabanni” yaitu pengambilan anak yang dilakukan oleh
seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya kemudian anak itu dinasabkan
kepada dirinya.

Adapun pengertian dari Tabanni adalah seseorang laki-laki atau
perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya
padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua
kandungnya.® Proses pengangkatan anak yang demikian jelas bertentangan
dengan Hukum Islam. Menasabkan seorang anak kepada orang lain yang
bukan nasab-nya harus dibatalkan.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan
apabila memenuhi ketentuan yaitu tidak memutuskan hubungan darah antara
anak, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris melainkan tetap
sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, orang tua angkatnya tidak
berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya, anak angkat tidak boleh
menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, orang tua
angkatnya tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan.®

Praktik keteladanan dari Hukum Islam tidak memunculkan pengapdosian

anak. Diambil dari kisah keteladanan yaitu dari kisah keteladanan Nabi

5 Wahbah al-Zuhaidi, Al Figih Al-Islami Wa Al-Adilathu, Juz 9, (Beirut: Dar al Fikr Al-
Ma’ashir), hlm. 271.

6 M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, (Jakarta: Akademika
Presindo, 2005), him. 24.



Muhammad SAW yang menikahi Zainab bin Jahsy yang merupakan mantan
istri anak angkatnya yaitu Zaid bin Haritsah. Sebelumnya Rasulullah
menikahkan anak angkatnya Zaid bin Haritsah dengan saudara sepupu beliau
yang bernama Zainab binti Jahsyi.

Pernikahan ini ternyata tidak lama karena Zaid merasa tidak tahan, tidak
sabar dan berniat menceraikan Zainab. Akan Tetapi Zaid diperintahkan
Rasulullah agar mempertahankan perkawinannya dan tidak bercerai. Namun
karena Zaid benar-benar sudah tidak tahan lagi, akhirnya ia menceraikan
istrinya. Setelah Zainab dan Zaid bercerai, Rasulullah merasa kasihan kepada
Zainab yang tidak punya anak dan suami.

Kemudian turun wahyu dari Allah SWT yang memerintahkan nabi untuk
menikahi Zainab. Pernikahan tersebut dianggap tidak lazim orang-orang Arab
kala itu menganggap istri anak angkat tidak bisa dinikahi ayah
angkatnya.Budaya Arab saat itu menganggap anak angkat sama dengan anak
kandung. Beliau menikahi Sayyidah Zainab supaya menjadi teladan akan apa
yang telah dihapuskan Allah mengenai hak-hak yang sudah ditentukan dalam
hal bapak angkat dan anak angkat itu. Langkah Beliau menikahi Zainab bin
Jahsy adalah hendak menghapus budaya ini bahwa anak angkat tidak sama
dengan anak kandung.’

Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat dua pemahaman yang

berkembang di masyarakat Indonesia tentang pengangkatan anak. Pertama

" Mardani, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Binamulia Hukum

Vol. 8 Nomor 2, 2019, him. 118.



mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga
ia berhak memakai nama dari orang tua angkatnya, mewarisi harta
peninggalan, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.

Sehingga dalam hal ini masyarakat bersandar pada hukum adat. Kedua
mengambil anak orang lain untuk diasuh, diberi pendidikan, perawatan, biaya
hidup, dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang
tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberi status anak kandung
kepadanya seperti ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam.

Dalam Islam, meskipun pengangkatan anak tidak dianjurkan. Secara adat
sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat. Namun praktik ini tidak berarti
mengingkari keberadaan hukum Islam karena biasanya masyarakat selalu
memilih jalur tengah yaitu mengangkat anak yang berasal dari kerabat sendiri.
Misalnya di Jawa orang lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga
sendiri yang jelas nasabnya. Meskipun pada perkembangan selanjutnya
orang-orang tidak membatasi mengangkat anak dari kalangan keluarga
sendiri bisa dari panti-panti asuhan, penampungan bayi dan sebagainya.

Praktik pengangkatan anak menurut hukum adat dengan menjadikannya
sebagai anak kandung sudah biasa terjadi. Pengangkatan anak menurut hukum
adat adalah suatu perbuatan mengadopsi seorang anak dari luar ke dalam
kerabat sehingga terjadi suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan biologis.
Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu dan tanggung
jawab beralih kepada orang yang mengangkat nya. Anak itu dilepaskan dari

lingkungan semula dan diadopsi masuk ke dalam kerabat yang



mengadopsinya dengan suatu pembayaran berupa benda-benda. Jadi adopsi
itu merupakan perbuatan tunai.®

Ketentuan-ketentuan tersebut pada kenyataannya belum dilaksanakan
secara penuh oleh masyarakat yang mengangkat anak. Masyarakat biasanya
hanya melakukannya selamatan dan tanpa meminta pengesahan ke pengadilan
untuk kepastian hukum. Hasil wawancara di Desa Tawengan, Kecamatan
Sambi, Kabupaten Boyolali dari 3 keluarga yang mengangkat anak semuanya
tidak dimintakan pengesahan ke pengadilan. Sebagai contoh adalah keluarga
SPT saat mengangat anak mereka hanya melaksanakan selamatan dan
mengumumkan kepada tetangga bahwa si anak merupakan putra dari
bapak/ibu SML diasuh oleh bapak/ibu SPT.

Selanjutnya pengangkatan anak oleh keluarga DPN yang tidak melalui
serangkaian selamatan ataupun hukum lainnya. Keluarga SRJ mengumumkan
kepada tetangga bahwa si anak yang telah menjadi anak angkatnya yaitu anak
ketiga dari keluarga SYN. keluarga SYN hanya menginformasikan kepada
tetangga sekitar bahwa anak ketiganya tersebut kini telah diangkat menjadi
anak keluarga SRJ. Kasus ketiga adalah anak keluarga SYN yang sudah sejak
bayi diangkat sebagai anak oleh keluarga SRJ. Anak gadis tersebut
diperlakukan sebagai anak kandung.

Kasus keluarga SYN dan SRJ ini menunjukkan adanya upaya

menghilangkan nasab dari anak terhadap orang tua kandungnya, yaitu dengan

8 Imam Sudiat, Hukum Adat Sketsa Adat, (Yogyakarta: Bekel Pengantar, 1991), him. 102.



sengaja tidak memberitahukan kepada anak meskipun sudah menginjak usia
remaja dan memasukkan nama anak angkat di KK. Ditinjau dari hukum
perdata hal ini memang diperbolehkan karena merujuk pada Pasal 14
Staatblaad Tahun 1917 No. 129 dinyatakan bahwa pengangkatan anak
memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi
seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orang tua
kandungnya menjadi putus sama sekali.

Hukum Islam pada prinsipnya mengakui dan membenarkan
pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan
hukum dibidang nasab, wali-mewali. Tanggungjawab orang tua angkat
terhadap anak angkat perlu dijelaskan secara benar kepada masyarakat agar
proses pengangkatan anak kedepannya masih sejalan atau tidak menyimpang
dari Hukum Islam. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tugas dan Kewajiban Orang Tua
Terhadap Anak Angkat.”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan Kecamatan
Sambi Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak angkat oleh orang tua angkat di Desa

Tawengan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali?



C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan Kecamatan
Sambi Kabupaten Boyolali.
2. Mengetahui pemenuhan hak anak angkat oleh orang tua angkatdi Desa
Tawengan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini
adalah:
1. Manfaat teoritis
Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum
keluarga islam mengenai tugas dan kewajiban orang tua kepada anak
angkat.
2. Manfaat praktis
Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan informasi
dan gambaran yang jelas terkait tu gas dan kewajiban orang tua kepada
anak angkat dalam hukum islam serta dijadikan bahan acuan untuk
kegiatan penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori
1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Istilah pengangkatan anak secara etimologis, pengangkatan anak
dalam Bahasa Indonesia disebut dengan adopsi yang berasal dari Bahasa
Belanda “Addoptie” memiliki arti mengangkat seorang anak untuk

dijadikan sebagai anak kandung. Secara etimonologis pengangkatan anak



dikenal Anak angkat, dalam bahasa arab disebut tabbani yang berarti
mengambil anak angkat.

Anak angkat dalam bahasa arab disebut tabbani yang berarti mengambil
anak angkat.® Menurut Wahbah Al-Zuhaidi, Tabanni adalah mengambilan
anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya
kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.’° Dalam pengertian lain
Tabanni adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja
menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah
punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.*!

Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan dua macam
anak angkat yaitu pernyataan dari seseorang terhadap anak yang diketahui
bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. la diperlakukan
sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan
pelayanan dalam segala kebutuhan bukan diperlakukan sebagai anak
kandungnya sendiri.

Pengertian yang dipahamkan dari perkataan Tabanni mengangkat

anak secara mutlak, menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada

® Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah

atau penafsiran Alqur’an, 1973), him. 73.

10 Wahbah al-Zuhaidi, Al figih Al-islami Wa Al- adilathu, Juz 9, (Beirut: Dar al Fikr al-
Ma’ashir, 1994), hlm. 271.

11 Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, Al- Ahwal al- syahsyiyah fi al-syariah al-
islamiyah, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1996), him. 386.
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manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang
lain kedalam keluarga yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada
dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban
sebagai anak.!?Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas
dapat disimpulkan bahwa anak angkat adalah anak yang diambil anak
orang lain sebagai anak sendiri dalam pemeliharaan, pendidikan dan
tanggungjawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak
mengganggu status nasabnya.3

Tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata untuk meneruskan
keturunan ataupun mempertahankan perkawinan saja tetapi lebih beragam.
Ada motivasi yang mendorong orang untuk mengangkat anak bahkan tidak
jarang karena faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik.!* Ditinjau
dari segi hukum adat tujuan pengangkatan anak di Indonesia berdasarkan
penjelasan dan sumber literatur yang ada, terbagi atas beberapa macam
alasan dilakukan pengangkatan anak yaitu:
a. Karena tidak mempunyai anak
b. Karena belas kasihan terhadap anak tersebut disebabkan orangtua si

anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya

12 Mahmud Saltut, AlFatawa, cet 111, (Kairo: Dar al Qalam, 1988), him. 321.

13 1bid.

4 M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum, (Jakarta: Akademia
Pressindo, 1991), him. 2.
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c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak
mempunyai orangtua atau yatim piatu
d. Sebagai pemancing bagi anak laki-laki, maka diangkatlah anak
perempuan atau sebaliknya.
Selanjutnya dilihat dari sisi orangtua kandung si anak, karena adanya
alasan-alasan sebagai berikut:
1) Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri
2) Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orangtua karena ada
pihak yang ingin mengangkat anaknya
3) Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak
4) Saran-saran dan nasihat dari pihak keluarga atau orang lain
Dalam pengangkatan anak dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak, tanpa adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini bisa
disebabkan karena ketidaktahuan dalam hal syarat-syarat yang harus
dipenuhi dalam mengangkat anak. Sebab yang terjadi dari pengangkatan
anak mudah dilakukan, padahal syarat pengangkatan anak yang menyatakan
bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan
permohonan pengesahan/ pengangkatan kepada Pengadilan negeri di
tempat anak yang diangkat. Bentuk permohonan bisa berupa tulisan maupun
lisan dan diajukan kepada panitera, yang isinya dari surat permohonan
berupa motivasi dalam pengangkatan anak yang hanya bertujuan untuk
kehidupan yang lebih baik setelah adanya pengangkatan anak.

a. Syarat Calon Anak Angkat
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Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI No0.54 tahun 2007 tentang
Pengangkatan Anak
1) Syarat anak yang diangkat meliputi:
a) Belum beru sia 18 (delapan belas) tahun
b) Merupakan anak terlantar atau anak ditelantarkan
c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan
anak, dan
d) Memerlukan perlindungan khusus
2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
b) Anak berusia 6 (enam) sampai dengan belum berusia 12 (dua
belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak
c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia
18
b. Syarat Calon Orang Tua Angkat
Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 menentukan
calon orang tua angkat yang harus memenuhi syarat-syarat:
1) Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat, meliputi:
a) Sehat jasmani dan rohani
b) Berumur paling rendah 20 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55
(lima puluh) tahun

c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
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d) Berkelakuan baik dan tudak pernah dihukum karena melakukan
tindak kejahatan

e) Berstatus menikah paling singkat 5(lima) tahun

f) Tidak merupakan pasangan sejenis

g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang
anak

h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial

1) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali
anak

J) Membuata pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah
demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahterahan dan
perlindungan anak

k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat

I) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan,
sejak izin pengasuh diberikan, dan

m) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial®®

Merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, Hukum Islam kemudian
diadopsi agar proses pengangkatan anak tidak bertentangan dengan hukum
Islam. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat

adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya

15 peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, Tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak, Pasal 13
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pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada
orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.'®Pengangkatan adalah
suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan
akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak

menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

a) Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-
hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang
tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini
bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu
pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung
jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan
dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya ( Pasal
171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ). Hal ini bukan berarti bahwa
orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja
tidak dapat dituntut untuk itu.

b) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara
anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga
antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling

mewarisi.

%Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama, (Jakarta:

Dirbinbapera Depag, 2001), him. 360.
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c) Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab
antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga antara mereka
tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi

d) Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya
tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya
pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua
angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan
berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan
anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.

e) Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan
mahrom dan hubungan saling mewarisi.

Adapun dasar hukum pengangkatan anak dinyatakan dalam beberapa surat

dalam Al-Qur’an yaitu:

a) Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya.
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab 4-5 yang artinya: “Allah
tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya: Dia tidak
menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar sebagai ibumu. dan dia tidak
menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang
demikian itu adalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan allah mengatakan
yang sebenarnya dan Dia menunjukkkan jalan yang (benar). Pangillah
mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak
mereka; ltulah yang lebih adil pada sisi allah, dan jika kamu tidak

mengetahui bapakbapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai)
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saudara-saudaramu seagama dan “maulamu”. Dan tidak ada atasmu
terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetap (yang ada dosanya) apa yang

disengaja oleh hatimu. Dan adalah allah maha pengampun lagi maha

penyayang .1

b) Janda anak angkat bukanlah mahrom orang tua angkat. Sebagaimana
disebutkan dalam surat Al-Ahzab Ayat 47 yang artinya: ”Dan ingatlah ketika
kamu berkata kepada orang yang allah telah melimpahkan nikmat
kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanaya. Tahanlah
terus isterimu dan bertagwalah kepada allah, sedang kamu
menyembunyikan didalam hatimu apa yang allah akan menyatakannya, dan
kamu takut kepada manusia sedang allahlah yang paling berhak untuk kamu
takuti. Maka tatlkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya,
kami kawinkan kamu dengan isterinya supaya tidak ada keberatan lagi
orang mu’'min untuk mengawini isteri-isteri anak angkat mereka apabila
anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan mereka dari pada
isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. 8

c) Nabi Muhammad Bukan ayah seorang laki-laki diantara kalian.
Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 40 yang

artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki

17 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019,
(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), him. 602.

18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), him. 609.
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diantara kamu, tetapi ia adalah Rosulullah dan penutup nabi-nabi dan
adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu.” *°
2. Pemenuhan Hak Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, anak angkat
adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat
khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya
dalam keluarga orang tau angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri.
Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan
sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang
tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk
melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat.

Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah
sebagaimana telah diatur dalam pasal 209 KHI ayat (1 dan 2), yaitu harta
peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193,
sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Terhadap
anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya. Hal ini bukan berarti
bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja
tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk

kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal

19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), him. 610.
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kepada orang tua angkatnya ( Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ). Hal
ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan
anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.

F. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa karya ilmiah yang membahas tentang anak angkat.
Berikut ini beberapa jurnal penelitian terdahulu diantaranya:

Artikel jurnal oleh Mardani, Jurnal,Volume 8, Nomor 2, 2019 dengan judul
Pengangkatan Anak Dalam Perspektik Hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan
bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak menyebabkan pindah status
kekeluargaan anak dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Anak
angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya begitu sebaliknya,
tetapi dimungkinkan dapat melalui wasiat wajibah.?° Persamaan penelitian ini
adalah pada tema anak angkat dalam hukum Islam, sedangkan perbedaannya
terletak pada uraian tanggungjawab orang tua terhadap anak angkat.

Artikel jurnal oleh Nurma Suspitawati Tambunan & Syawal Amry Siregar,
Jurnal Retenrum, Volume 1 Nomor 02,2020 dengan judul Perkembangan
Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia. Hasil kajian
menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaaan pengangkatan anak dari dahulu
sampai dengan sekarang sudah mengalami beberapa perubahan, tetapi intinya
pengaturan dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak. Peraturan

yang dikeluarkan menyangkut pelaksanaan pengangkatan anak ditujukan

20 Mardani, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektik Hukum Islam,” Jurnal,Vol. 8, Nomor

2, 2019, him. 113.
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untuk memberikan perlindungan kepada si anak, sehingga memberikan
kepastian hukum bagi si anak. Setiap pelaksanaan pengangkatan anak dapat
dilakukan dengan benar, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga akan
mencegah terjadinya pelangggaran-pelanggaran yang akan merugikan
kepentingan si anak.?! Persamaan penelitian ini adalah pada tema anak angkat
menurut Hukum Islam, sedangkan perbedaannya pada metode pengkajian
menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber hukum yang
berasal dari peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian ini
menggunakan metode yuridis empiris untuk mengetahui perilaku masyarakat
dalam mengangkat anak ditinjau dari hukum Islam.

Artikel junal oleh Siti Muniroh & Khoiruddin Nasution, Jurnal Studi
Agama, Volume 21, Nomor 1 2021 yang berjudul The Adoption of Found Child
According to Islamic Law and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts in the
Perspective of Magasid Al-Shari‘ah. Penelitian ini menyimpulkan melalui
pendekatan maqasid al syari’ah doruriyah, anak-anak (termasuk anak temuan)
harus dilindungi hak-haknya, baik hak kehidupannya (an nafs) maupun akal
pikiran nya (al agl), hak nasab, agama, serta memperhatikan hak-haknya
termasuk dalam hak memperoleh wasiat wajibah/hak waris dari orangtua yang
mengangkatnya (al maal), Selanjutnya dampak hukumnya adalah, anak temuan
adalah anak yatim sehingga perlakuan secara agama sama seperti anak yatim.

Sedangkan anak temuan yang diangkat maka status hukumnya dapat

2L Nurma Suspitawati Tambunan & Syawal Amry Siregar, “Perkembangan Pengaturan

Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia,” Jurnal Retenrum, Vol. 1 Nomor 02, 2020, him. 82.
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dinasabkan melalui pengakuan oleh orang tua angkatnya seperti anak hal
perwalian, maka anak angkat berhak diwalikan oleh orangtua angkatnya karena
ketiadaan wali nasab.?? Persamaan penelitian ini adalah pada tema anak angkat
menurut hukum Islam, sedangkan perbedaannya pada metode pengkajian
dimana penelitian menggunakan studi literatur, sedangkan penelitian ini
menggunakan yuridis empiris untuk mengetahui perilaku masyarakat ditinjau
dari hukum Islam.

Artikel jurnal oleh Mahmurodhi Jurnal Hukum dan Keadilan Volume 8,
Nomor 2 September 2021 yang berjudul Kedudukan Hukum Anak Angkat
Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menyatakan bahwa anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua
angkatnya, tetapi hanya memperoleh wasiat. Kewarisan anak angkat dalam KHI
adalah tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak
angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak
angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak
dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang
meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta

warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) KHI.2

22 Siti Muniroh & Khoiruddin Nasution, “The Adoption of Found Child According to Islamic
Law and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts in the Perspective of Magasid Al-Shari‘ah”, Millah:
Jurnal Studi Agama, Vol. 21 Nomor 1, 2021, DOI: 10.20885/millah.vol21.iss1.art4), him. 91.

23 Mahmurodhi, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi

Hukum Islam Dalam Kewarisan”, Jurnal Hukum dan Keadilan, VVol. 8, Nomor 2, 2021), him. 206.
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Persamaan penelitian ini adalah pada tema hak asuh anak setelah perceraian,
sedangkan perbedaannya objek penelitian menganalisis putusan, sedangkan
penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk mengetahui perilaku
masyarakat dalam penerapan hukum Islam.

Artikel jurnal oleh Nuzha, Al Mutsla: Jurnal Ilmu-ilimu Keislaman dan
Kemasyarakatan, Volume 1 Nomor 2, Desember 2019 dengan judul
Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di
Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Adopsi dalam arti luas
yakni pengangkatan anak/ adopsi orang lain sedemikian rupa sehingga antara
anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat
sebagai anak kandung dan orang tua angkat kandung, Adopsi dalam arti terbatas
yakni pengangkatan anak/ adopsi orang lain yang memiliki hubungan terbatas
pada hubungan sosial yaitu sebagai anak angkat dan orang tua angkat.?
Persamaan penelitian ini adalah pada tema anak angkat menurut hukum Islam,
sedangkan perbedaannya pada metode pengkajian penelitian menggunakan studi
literatur, sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis empiris untuk
mengetahui perilaku masyarakat ditinjau dari hukum Islam.

Berdasarkan telaah pustaka di atas penyusun menyimpulkan bahwa
beberapa kajian terdahulu belum ada yang secara komprehensif meneliti

bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat. Sebagian besar

24 Nuzha, “Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di
Indonesia”, Al Mutsla: Jurnal Ilmu-ilimu Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 1, Nomor 2,
Desember 2019, him. 134.
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peneliti hanya meneliti pada aspek normatif pada pengangkatan anak, sehingga
penelitian ini bermaksud menguraikan apakah perilaku masyarakat dalam
mengangkat anak sudah sesuai dengan hukum Islam.

G. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian
lapangan (field research) merupakan penelitian yang mengenai kenyataan
kehidupan sosial masyarakat secara langsung.?> Dimana objek dari penelitian
ini bertempat di Desa Tawengan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali di
karenakan adanya pengangkatan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model statistic
atau computer. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang
menekankan pada aspek pemahaman untuk penelitian generalisasi.
Pendekatan ini lebih menggunakan teknis analisis mendalam yaitu mengkaji
masalah secara kasus perkasus akan berbeda dengan sifat dari masalah yang
lainya.?

Dalam pendekatan kualitatif ini penulis dapat berkomunikasi secara

langsung dengan narasumber agar mendapatkan informasi secara langsung

% Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian Pendidikan Bahasa,
(Solo: Cakra Books, 2014), him. 48.

% Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metedologi Penelitian, (Karanganyar: Literasi Media
Publishing, 2015), him. 28.
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dengan narasumber agar mendapatkan informasi secara langsung terhadap
obyek yang diteliti. Narasumber yang dimaksud yaitu orang tua yang
mengangkat anak di Desa Tawengan, Kecamatan Sambi, Kabupaten
Boyolali. Tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat di Desa
Tawengan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan
menggunakan beberapa sumber yaitu sebagai berikut:
a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan
oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut
juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki up to date. Untuk
mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulan data secara
langsung. Teknik yang dapat dilakukan ada dua yaitu observasi, dan
wawancara. 2’
Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah dari hasil
wawancara dengan narasumber yaitu orang tua yang mengangkat anak di
Desa Tawengan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Adapun untuk

karakteristis para narasumber yaitu orang tua yang mengangkat anak.

2" Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metedologi Penelitian, (Karanganyar: Literasi Media
Publishing, 2015), him. 48.
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b. Sumber data sekunder
Sumber adat sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan
peneliti dari berbagai sumber yang telah adat atau data sekunder dapat
berupa jurnal bahkan buku baik dalam bentuk offline atau online. Data
sekunder dipergunakan sebagai pendukung data primer.2® Dalam
penelitian yang menjadi sumber data sekunder yaitu dapat berupa buku-
buku, artikel ilmiah yang dapat mendukung data primer.
3. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tawengan, Kecamatan
Sambi, Kabupaten Boyolali dengan waktu dari bulan Desember 2022
sampai September 2023 karena adanya sesuatu yang menarik untuk dikaji.
Adapun alasan mendorong dipilih lokasi ini karena terdapat beberapa
keluarga yang mengangkat anak, yang dalam permasalahan mengenai
tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat yang berada di Desa
Tawengan Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data
yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan informan

untuk mendapatkan jawaban atau data yang diperlukan. Moleong

28 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metedologi Penelitian, (Karanganyar: Literasi Media

Publishing, 2015), him. 48.
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menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud
tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarali, yaitu
yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara diarahkan
kepada pernyataan dan pendapat informan mengenai situasi yang spesifik
dan relevan dan tujuan yang akan diteliti.?®

Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yaitu orang tua
angkat. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang digunakan
untuk memperjelas data yang diperoleh melalui metode observasi dan
dokumentasi. Data yang dimaksud adalah tanggapan informan mengenai
tanggung jawab orang tua terhadap anak angkat di Desa Tawengan.
Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui dokumentasi bahwa

mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada
sebelumnya.®® Dokumentasi pada penelitian ini berupa data yang
didapat dari perangkat desa untuk memperkuat hasil wawancara

penelitian yang akan dilakukan.

29 | exy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015),

him. 167.

30 Hardani dkk, Metode Penelitian kualitatif & kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka llmu, 2020),

him. 149.
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5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis,
mempelajari serta mengolah data tertentu. Sehingga dapat diambil kesimpulan
sesuai dengan sifat penelitian ini maka dalam menganalisis data telah didapat.
Penyusun menggunakan metode kualitatif, yaitu menggambarkan data yang
diperoleh dengan data atau dipisah menurut kategori untuk memperoleh
kesimpulan.

Tenik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data
menurut Miles dan Huberman. Miles dan Huberman membagi analisis data
menjadi tiga alur yaitu sebagai berikut:3!

1) Reduksi data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus
menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data meliputi meringkas
data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. Caranya seleksi
keatas data, ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkan ke dalam

pola yang lebih luas.

31 Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif’, Jurnal Ilmu Dakwah (Banjarmasin) Vol. 17

Nomor 33, 2019, him. 14.
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2) Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi
disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan keputusan. Bentuk penyajian data kualitatif
dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-
bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk
yang pada dan mudah diraih, maka hal ini dapat memudahkan untuk
melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau harus
melakukan analisis kembali.

3) Menarik kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama
berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif
mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola,
penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat. Kesimpulan-
kesimpulan ini ditangani secara longgar, namun terbuka. Awalnya belum
jelas namun kemudian akan menjadi lebih rinci dan mendetail. Kesimpulan-
kesimpulan itu juga di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara
memikirkan ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan,
tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman untuk mengembangkan
kesepakatan intersubjektif dan terakhir upaya-upaya yang luas untuk

mendapatkan salinan sesuatu temuan dalam seperangkat data yang lain.
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H. Sistematika Penelitian

Hasil penelitian akan disusun menjadi lima bab, dimana lima bab ini
diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi dari
skripsi ini. Berikut sistematika penulisan penelitian ini:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka
teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang meliputi tentang
pengangkatan anak menurut tinjauan umum (pengertian anak angkat, tujuan dan
alasan pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak), dan tinjauan
hukum Islam pengangkatan anak, dasar hukum, akibat hukum, dan hak anak
angkat).

Bab ketiga, merupakan deksripsi data penelitian berisi tentang data-data
relevanan menjelaskan tentang wilayah Desa Tawengan, dengan penelitian
praktik pengangkatan dan tanggung jawab orang tua kepada anak angkat di
Desa Tawengan, kecamatan Sambi, Kabupaten boyolali.

Bab keempat, merupakan analisis mengenai pelaksanaan praktik
pengangkatan anak, dan tanggungjawab orang tua terhadap anak angkat
menurut hukum Islam.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat mengenai
kesimpulan dari permasalahan dan saran-saran diakhiri dengan daftar pustaka

dan lampiran-lampiran.



BAB I1
TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK

A. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

I. Pengertian Pengangkatan Anak

Istilah pengangkatan anak secara etimologis, pengangkatan anak dalam
Bahasa Indonesia disebut dengan adopsi yang berasal dari Bahasa Belanda
“Addoptie” memiliki arti mengangkat seorang anak untuk dijadikan sebagai
anak kandung. Secara etimonologis pengangkatan anak dikenal Anak angkat
dalam bahasa arab disebut tabbani yang berarti mengambil anak angkat.*

Secara etimonologis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak bahwa anak angkat adalah
anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua,
wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,
pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga
orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.?

Mengangkat anak menurut Ahmad Azhar Basyir ialah mengambil anak
orang lain untuk diasuh, dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih

sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri,

1 Nuzwa, Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Sistem Hukum Di
Indonesia, Jurnal IImu-llmu Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 1, Nomor 2, Desember 2019,
him. 199.

2 peraturan Pemerintah Nomor , Tahun 2007, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
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tanpa memberi status anak kandung kepadanya, mengambil anak orang lain
untuk diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai anak
nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak
lainnya sebagai hubungan anak dan orang tuanya.®

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa anak angkat adalah upaya mengalihkan hak serta
kewajiban anak yang bukan keturunannya untuk dimasukkan kedalam satu
keluarga, sehingga hak dan kewajiban anak menjadi beralih kepada pihak
yang mengangkat anak selayaknya anak kandung. Pengangkatan anak adalah
suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akibat dari pengangkatan anak
yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah
dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangatan anak
calon orangtua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat
menjamin kesejahteraan bagi anak.

Beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah
suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung
sendiri. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang

mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang

3 Mahmurodhi, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi
Hukum Islam Dalam Kewarisan,” Jurnal Hukum dan Keadilan, VVol. 8, Nomor 2, September 2021,

him. 190.
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sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan
membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
2. Tujuan dan Alasan Pengangkatan Anak

Menurut Pasal 39 Ayat 1 UU. Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana
diubah dengan No. 23 Tahun 200 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan
bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan apabila
dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.* Motivasi ini sangat
kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak bisa mendapatkan
keturunan dengan berbagai macam sebab, seperti mandul pada umumnya
yang sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga
mereka.

Dalam Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi
anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orangtuanya.
Pengangkatan anak harus memberikan perlindungan. Sehingga masa depan
anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat. Disamping itu untuk
melanjutkan  keturunan, pengangkatan anak juga berujuan untuk
mempertahankan ikatan perkawinan dan menghindari perceraian. Sepasang
suami istri yang telah memiliki anak tidak akan mudah memutuskan untuk

bercerai. Karena kepentingan akan keutuhan perkawinan tersebut tidak hanya

4 Peraturan Pemerintah Nomor 35, Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
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untuk kedua belah pihak saja, namun termasuk pula kepentingan untuk anak-
anak yang terikat dalam perkawinan tersebut.

Tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata untuk meneruskan
keturunan ataupun mempertahankan perkawinan saja tetapi lebih beragam.
Ada motivasi yang mendorong orang mengangkat anak bahkan tidak jarang
karena faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik.®> Ditinjau dari segi
hukum adat tujuan pengangkatan anak di Indonesia berdasarkan penjelasan
dan sumber literatur yang ada, terbagi atas beberapa macam alasan dilakukan

pengangkatan anak yaitu:

a. Karena tidak mempunyai anak

b. Karena belas kasihan terhadap anak tersebut

c. disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberi nafkah
kepadanyaKarena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan
tidak mempunyai orangtua atau yatim piatu

c. Sebagai pemancing bagi anak laki-laki, maka diangkatlah anak
perempuan atau sebaliknya

d. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk bisa
mempunyai anak kandung

e. Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang

baik, motivasi ini juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan

5 M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum, (Jakarta: Akademia Pressindo,

1991), him. 2.
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f.  Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris regenerasi bagi
yang tidak mempunyai anak. Diharapkan anak angkat dapat menolong
dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
Ada juga rasa belas kasihan terhadap nasib si anak seperti tidak terurus.
Karena si anak sering penyakitan atau selalu meningggal, maka untuk
menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau
orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan agar
si anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang umur ®

Adapun beberapa alternatif yang digunakan sebagai dasar dilaksanakan
suatu pengangkatan anak. Dilihat dari sisi adoptant (pengadobsi) karena adanya
alasan: ’

1) Keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan

2) Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya

3) Keinginan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain
yang membutuhkan

4) Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan

suatu pengangkatan anak

® Irma Setyawati Soemitro, SH., Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara,
1990), him. 42.

7 Irma Setyawati Soemitro, SH., Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara,
1990), him. 40.

" Ibid, him. 41.
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Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk

kepentingan pihak tertentu

Selanjutnya dilihat dari sisi orangtua kandung si anak, karena adanya alasan-

alasan sebagai berikut:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri

Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orangtua karena ada pihak
yang ingin mengangkat anaknya

Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak

Saran-saran dan nasihat dari pihak keluarga atau orang lain

Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orangtuanya

Ingin anaknya terjamin materil selanjutnya

Masih mempunyai anak-anak beberapa lagi

Tidak mempunyai rasa tanggung jawab membesarkan anak sendiri
Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat dari

hubungan yang tidak sah

10) Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang

tidak sempurna fisiknya

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah

pihak, tanpa adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini bisa disebabkan

karena ketidaktahuan dalam hal syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam

mengangkat anak. Sebab yang terjadi dari pengangkatan anak mudah dilakukan,

padahal syarat pengangkatan anak yang menyatakan bahwa untuk mengadopsi
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anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/ pengangkatan
kepada Pengadilan negeri di tempat anak yang diangkat.

Bentuk permohonan bisa berupa tulisan atau lisan dan diajukan kepada
panitera, yang isinya dari surat permohonan berupa motivasi dalam
pengangkatan anak yang hanya bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik
setelah adanya pengangkatan anak. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur mengadopsi anak yang menyatakan bahwa
mengadopsi anak terlebih dahulu mengajukan permohonan
pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anal yang
diangkat. &

a. Syarat Calon Anak Angkat
Pasal 12 Peraturan Pemerintah Rl No.54 tahun 2007 tentang
Pengangkatan Anak
1) Syarat anak yang diangkat meliputi:

a) Belum beru sia 18 (delapan belas) tahun

b) Merupakan anak terlantar atau anak ditelantarkan

c) Beradadalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak,

dan

d) Memerlukan perlindungan khusus

8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat

Edaran Nomor 2 Tahun 1979



36

2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama

b) Anak berusia 6 (enam) sampai dengan belum berusia 12 (dua belas)

tahun, sepanjang ada alasan mendesak

d) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18

b. Syarat Calon Orang Tua Angkat

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 menentukan

calon orang tua angkat yang harus memenuhi syarat-syarat:

1) Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

a)
b)

9)

h)

Sehat jasmani dan rohani

Berumur paling rendah 20 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55
(lima puluh) tahun

Beragama sama dengan agama calon anak angkat

Berkelakuan baik dan tudak pernah dihukum karena melakukan tindak
kejahatan

Berstatus menikah paling singkat 5(lima) tahun

Tidak merupakan pasangan sejenis

Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang
anak

Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
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1) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali
anak
j) Membuata pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi
kepentingan terbaik bagi anak, kesejahterahan dan perlindungan anak
k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
I) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan,
sejak izin pengasuh diberikan, dan
m) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial®
4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak
Menurut B. Ter Haar mendefinisikan bahwa anak angkat berhak atas
warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan
mengadopsi anak telah menghapuskan perangainya sebagai orang asing dan
menjadikan anak, maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak.
Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, bahwa terhadap
kerabatnya kedua orangtua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing
dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal daripada bapak atau ibu angkatnya
atas barang-barang mana kerabat-kerabat sendiri tetap mempunyai haknya yang
tertentu, tapi ia mendapat barang-barang semua yang diperoleh dalam

perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak

® Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, Tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak, Pasal 13
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sepenuhnya atas warisan.'® Pengadilan dalam praktek telah merintis mengenai

akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orangtua sebagai

berikut:

a. Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan
hubungan anak dengan orangtua kandung.

b. Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah
tidak akan mendapatkan waris lagi dari orangtua kandung. Anak yang
diangkat akan mendapat waris dari orangtua angkat.

c. Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya
anak dengan o rangtua kandung dan beralih kepada orangtua angkat.
Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan.
Segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih kepada orangtua angkat.

d. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat; dalam hal ini anak tidak akan
mendapat marga, gelar dari orangtua kandung, melainkan dari orangtua

angkat.!!

Selanjutnya aturan dalam Staatblad 1917 Nomor 219 menentukan bahwa akibat

hukum dari perbuatan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

10 B. Ter Haar, Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan oleh Soebakti Poesponot,
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), him. 247.
11 M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum, (Jakarta: Akademika

Pressindo, 1985), him. 21.
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1) Pasal 11: anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang
yang mengadopsi.

2) Pasal 12 ayat 1: anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari
orang yang mengadopsi. Konsekwensinya anak adopsi menjadi ahli waris

dari orang yang mengadopsi.

Konsekuensinya adalah anak angkat menjadi ahli waris dari orang yang
mengadopsi. Konsekuensi lebih lanjut adalah karena dianggap dilahirkan dari
perkawinan orang yang mengadopsi, maka dalam keluarga orangtua yang
mengangkat, anak yang diangkat berkedudukan sebagai anak sah dengan segala
konsekwensi lebih lanjut. Menurut J. Satrio yang berlaku di indonesia bila anak
adopsi dianggap dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat dan anak yang
diangkat berkedudukan sebagai anak sah maka akibat hukumnya adalah sebagai

berikut; 12

1) Apabila adopsi dilakukan sebelum keluarnya UU No. 1 tahun 1974, maka
akibat hukumnya tunduk kepada KUHPerdata yang meliputi:

a) Kekuasaan orangtua terhadap pribadi anak, yaitu orangtua wajib

memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa

(Pasal 298 ayat 2 KUHPerdata). Sepanjang perkawinan bapak dan ibu

tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap dibawah kekuasaan

12]. Satrio, Hukum keluarga Tentang kedudukan Anak Dalam Undang-undang, (Bandung:

Citra Aditya, 2000), him. 236.
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orangtua sepanjang kekuasaan orangtua itu belum dicabut (Pasal 299
KUHPerdata).

b) Kekuasaan orangtua terhadap harta kekayaan anak, yaitu terhadap anak
yang belum dewasa, maka orangtua harus mengurus harta kekayaan anak
itu (Pasal 307 KUHPerdata).

c) Hak dan kewajiban anak terhadap orangtua, yaitu tiap-tiap anak, dalam
umur berapapun wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap
bapak dan ibunya serta berhak atas pemeliharaan dan pendidikan.

2) Apabila adopsi dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka
akibat hukumnya tunduk pada UU No. 1 Tahun 1974 meliputi:

a) Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak, yaitu didalam Pasal 45
dinyatakan bahwa:

(1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya.

(2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku
sampai anak itu kawin atau dapat berdidri sendiri, kewajiban mana
berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Didalam Pasal 47 dinyatakan bahwa Salah seorang atau kedua
orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih
untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain,
keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang

telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan
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pengadilan dalam hal, la sangat melalaikan kewajiban terhadap
anaknya, la berkelakuan buruk sekali.
b) Kewajiban orangtua terhadap harta benda anak yaitu:

Pasal 48 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa orangtua tidak
diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap
yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau
belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu
menghendakinya.

c) Hak dan kewajiban anak terhadap orangtua
Yaitu selain berhak atas pemeliharaan dan pendidikan juga
mempunyai kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 UU No.
1 Tahun 1974 yaitu Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati
kehendak mereka yang baik, Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara
menurut kemampuannya orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas,
bila mereka memerlukan bantuannya.
B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam
1. Anak Angkat Menurut Hukum Islam
Anak angkat dalam bahasa arab disebut tabbani yang berarti
mengambil anak angkat.'®* Menurut Wahbah Al-Zuhaidi Tabanni adalah

pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang

13 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah

atau penafsiran Alqur’an, 1973), hlm. 73.
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jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.* Dalam
pengertian lain Tabanni adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang
dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak
tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.®

Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan Hukum
Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang
bukan nasab-nya harus dibatalkan Menurut Hukum Islam Indonesia,
dalam Buku Il tentang kewarisan Bab | Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam
pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan
sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua
angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.®

Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan dua
macam anak angkat, yaitu pernyataan seseorang terhadap anak yang
diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. la
diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah,

pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan

14 Wahbah al-Zuhaidi, al figih al-islami wa al- adilathu, Juz 9, (Beirut: Dar al Fikr al-
Ma’ashir, 1994), him. 271.

15 Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, Al- Ahwal al- syahsyiyah fi al-syariah al-
islamiyah, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1996), him. 386.

%Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama, (Jakarta:
Dirbinbapera depag, 2001), him. 360.
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diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, dan pengertian yang
dipahamkan dari perkataan Tabanni mengangkat anak secara mutlak
menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu
memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam
keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya
sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban
sebagai anak.!’

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas dapat
disimpulkan bahwa anak angkat adalah anak yang diambil anak orang lain
sebagai anak sendiri dalam pemeliharaan, pendidikan dan tanggungjawab
lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak mengganggu status
nasabnya.

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam
Dasar hukum pengangkatan anak ini dinyatakan dalam beberapa surat
dalam Al-Qur’an yaitu:

a. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya
Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab 4-5:

ik Opeld I iSafl gar s sx ool 2 &) Bigas
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17 Mahmud Saltut, AlFatawa, cet 111, (Kairo: Dar al Qalam, 1988), him. 321.



44

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati
dalam rongganya: Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu
zhihar sebagai ibumu. dan dia tidak menjadikan anak-anak
angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu
adalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan allah mengatakan yang
sebenarnya dan Dia menunjukkkan jalan yang (benar). Pangillah
mereka (anak-anak angkatmu itu) dengan (memakai) nama bapak-
bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi allah, dan jika kamu
tidak mengetahui bapakbapak mereka, maka (panggillah mereka
sebagai) saudara-saudaramu seagama dan “maulamu”. Dan tidak
ada atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetap (yang

ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah allah

maha pengampun lagi maha penyayang”.*®

Adapun yang dimaksud dengan tanda petik diatas maula dalam ayat
tersebut ialah budak yang telah dimerdekakan ataqu seorang yang telah
dijadikan anak angkat, seperti seorang yang brnama salim anak angkat
hudzaifah dipanggil salim maula hudzaifah. Dalam ayat tersebut
ditegaskan bahwa adopsi hanyalah merupakan pengakuan yang tidak
sesuai dengan kenyataan.

Pengakuan dalam adopsi tidak dapat merubah kenyataan, bahwa
anak angkat dilahirkan oleh ibunya dari ayahnmya sendiri. Melepaskan
anak dari huhungan nasab ayah dan ibunya sama sekali tidak
dibenarkan karena bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya
disatu pihak dan bertentangan dengan pembawaan watak kodrati

manusia dipihak lain. Dengan turunnya ayat 4-5 surat al-ahzab tersebut,

18 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), him. 602.
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Kemudian status zaid bin haritsah bukan lagi sebagai anak angkat yang
berlaku sebagai anak kandung Nabi Muhaammad SAW, tetapi zaid
tetap dalam asuhan dan pemeliharaan beliau seperti sediakala, zaid
tetap mengikuti Nabi Muhammad SAW.

b. Janda anak angkat bukanlah mahrom orang tua angkat sebagaimana

disebutkan dalam surat Al-Ahzab Ayat 37:

Artinya: ”Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang
allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah
memberi nikmat kepadanaya. Tahanlah terus isterimu dan
bertagwalah kepada allah, sedang kamu menyembunyikan didalam
hatimu apa yang allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada
manusia sedang allahlah yang paling berhak untuk kamu takuti.
Maka tatlkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya,
kami kawinkan kamu dengan isterinya supaya tidak ada keberatan
lagi orang mu’min untuk mengawini isteri-isteri anak angkat
mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan
keperluan mereka dari pada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah
itu pasti terjadi.”®

c. Nabi Muhammad Bukan ayah seorang laki-laki diantara kalian

sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40:
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19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), him. 609.
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Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang
laki-laki diantara kamu, tetapi ia adalah Rosulullah dan penutup
nabi-nabi dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu.”?

d. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa

depan anak sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah

.
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Artinya: “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang

manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia

seluruhnya” %!

e. Anak angkat yang tidak jelas orang tuanya diperlakukan seperti

saudara, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al- Ahzab

Ayat 5:
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Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan
(memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada
sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama
dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa
yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang

20 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), him. 603.

2L Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), him. 151.
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disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.”.??

f. Mengangkat anak bagian dari tolong menolong dalam hal kebajikan
sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah Ayat 2:

ot AN jmw 5 NG aATIRN 5 ARALLAN e 0T
VERL G s s G r“v*b)br@ﬁ 5 o hedad Oy s

&u;jum PN el saigly e OF plTamadl 2 15300 O o33
DG AT S Sealide

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
melanggar syi‘ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan
bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-
ya, dan binatang-binatang galaa-id, dan jangan (pula) mengganggu
orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari
kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah
menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah
sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka
menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu
berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu
dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah
kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya .2

g. Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran
adanya anak angkat sebagaimana allah telah berfirman dalam surat Al-

Anfal Ayat 75:

22 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), him. 603

23 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), him. 143.
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Artinya: “Orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu,
sebagiaannyua lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang

bukan kerabatnya, didalam kitab Allah sesungguhnya Allah

mengetahui sesuatu” **

Pengangkatan adalah suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu
akan pula menimbulkan akibat hukum, sebagai akibat hukum dari pengangkatan
anak menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari,
biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua
angkatnya Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bukan berarti
bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya
saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk
kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua
asal kepada orang tua angkatnya Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum
Islam. Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu
pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.

2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara
anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara

mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

24 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), him. 257.
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3) Pengangkatan anak tidak menim bulkan hubungan darah atau nasab antara
anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada
hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

4) Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya
tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya
pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya
Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bukan berarti bahwa
orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja
tidak dapat dituntut untuk itu.

5) Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan
mahrom dan hubungan saling mewarisi.

Hak-hak Anak Angkat dalam Hukum Islam

Ketentuan Hukum Islam mengenai anak angkat menurut Andi Syamsu

Alam, dan M. Fauzan adalah tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat

adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat

khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya
dalam keluarga orang tau angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri.

Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan

sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang

tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu.
H hukum Islam adalah Tanggung jawab untuk memberitahukan orang tua
kandungnya saat si anak sudah dewasa. Menurut hukum Islam, status nasab yang

diberikan kepada seorang anak adalah sangat penting karena akan mempunyai
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efek dalam kehidupannya di masa mendatang. Dalam hukum keluarga Islam,
dikenal istilah Igrar bi al-Nasabatau Istilhaq dan Tabbani. Istilhag bertujuan
untuk memberikan status nasab atau memperjelas asal usul seorang anak yang
tidak teridentifikasi nasabnya.?® Istilhaq hanya digunakan pada anak yang tidak
diketahui nasabnya, sedangkan pada kasus anak angkat di Desa Tawengan, anak
angkat tersebut telah diketahui nasabnya yaitu orang tua kandung yang
merupakan masih kerabat. Oleh karena itu hukumnya adalah Tabanni yaitu
pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas
nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.

Menurut ulama fikih, hukum Islam tidak mengakui pengangkatan anak yang
mempunyai akibat hukum terputusnya kekerabatan orangtua kandung dengan
anak dan anak tersebut masuk ke dalam kekerabatan orangtua angkatnya. Hukum
Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti
pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya
pemutusan hubungan nasab dengan orang kandungnya.?®

Pengangkatan anak dalam hukum Islam yang benar adalah dengan hukum
hadhanah yang diperluas. Pengertian hadanah menurut ulama fikih

sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al- Jabir adalah usaha memelihara anak

% |stilhaq adalah pengakuan anak/nasab seseorang terhadap anak yang tidak jelas nasabnya;
dalam Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008),

him. 90.

% Andi Syamsu Alam, & M. Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2007), him. 220.
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dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan baik
jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup
berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.?’ Artinya
meskipun dalam anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluaannya
sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang kandungnya
masih tetap mempunyai hubungan nasab.

Pengangkatan anak menurut hukum hadhanah adalah pemeliharaan anak
yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan
mahram antar a anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Al-hadanah
yang berarti mengasuh dan memelihara bayi, dalam istilah hadanah adalah
pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan
pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya.?®

Dapat dinyatakan bahwa anak angkat dalam hukum Islam adalah adalah
anak orang lain yang diperlakukan sebagai anak sendiri dalam segi kecintaan,
kasih sayang, pemeliharaan, pendidikan dan tanggungjawab lainnya berdasarkan
proses hukum yang sah dan tidak mengganggu status nasabnya. Menurut hukum
hadhanah, tanggungjawab orangtua angkat terhadap anak angkatnya
mencakup hal kasih sayang, pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya
pendidikan dan sebagainya beralih dari orangtua kandung si anak kepada

orangtua angkatnya.

2" Abu Bakar Al-Jabir, Minhajul Muslim, (Daral Ulum Wal Hikam, 2012), him. 586.

28 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,

2008), him. 63.
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Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 point
(h) yang berbunyi: Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk
hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung
jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan
pengadilan.

Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua
angkat.Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat
wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat 1 dan 2 yaitu 3
Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan
Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat
diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak
angkatnya. Ayat 4 Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.



BAB Il
GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA ANGKAT
TERHADAP ANAK ANGKAT DI DESA TAWENGAN

A. Gambaran Umum Desa Tawengan
1. Letak Geografis
Letak geografis Desa Tawengan secara administratif merupakan salah
satu diantara 14 Desa di Desa Tawengan, Kecamatan Sambi. Wilayah Desa
Tawengan berbatasan dengan:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Babadan
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sambi

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Glintang dan Jatisari
d. Sebelah timur berbatasan dengan pusat Kecamatan Sambi

e. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Catur dan Ngaglik

2. Bagian Wilayah Desa

Bagian wilayah Desa Tawengan

a. Jumlah Rukun Warga (RW) 14

b. Jumlah Rukun Tetangga (RT) 5

3. Kependudukan Desa

a. Jumlah Penduduk keseluruhan Desa Tawengan sejumlah 2.480 yang terdiri

dari:
1) Laki-laki : 1.122 orang
2) Perempuan : 1.128 orang

3) Jumlah Kartu Keluarga  : 800 KK*

1 Muslih, Kepala Desa di Desa Tawengan, Wawancara , 21 Desember 2022

53



54

b. Prasarana pendidikan di Desa Tawengan:
1) Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MI1M)
2) Sekolah Dasar Negeri

c. Jumlah Penduduk berdasarkan agama :
1) Islam :1.120

2) Kristen 2

Desa Tawengan beriklim tropis dengan luas wilayah 294,0 hektar. Sebagian
besar luas lahan Desa Tawengan digunakan sebagai lahan pertanian. Pertanian
sebagai sumber daya utama. Petani di sini dibagi menjadi dua yaitu petani dan buruh
tani. Petani adalah mereka yang memiliki lahan dan secara profesi sebagai
penggarap, sedangkan buruh tani adalah mereka yang hanya menggarap lahan yang
bukan miliknya. Secara umum, penggarapan pertanian di desa Tawengan cukup

baik, tetapi pengerjaannya masih metode tradisional .?

Kegiatan ekonomi di Desa Tawengan hampir secara umum berada di Sektor
Pertanian. Meski banyaknya masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, maka
dapat dikatakan bahwa Desa Tawengan merupakan desa pertanian. Dengan
demikian tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat Desa
Tawengan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali sehingga dalam setiap panen

diharapkan akan selalu berhasil.

2 Muslih, Kepala Desa di Desa Tawengan, Wawancara, 21 Desember 2022
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B. Praktik Pengangkatan Anak di Desa Tawengan Kecamatan Sambi

1. Profil Praktik Pengangkatan Anak di Desa Tawengan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Tawengan Penelitian
ini menemukan beberapa pengangkatan anak. Berikut ini adalah data-data
orang yang melakukan adopsi atau pengangkatan anak di Desa Tawengan

Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

Tabel 3.1

Data Praktik Pengangkatan Anak di Desa Tawengan:

Orang Tua Jumiah Nama Anak Orang Tua
No Angkat Anak Angkat Kandung
Kandung

1 SPT - AND (11 SML
tahun)

2 DPN - IPT (22 tahun) SRD

3 SRJ - DKS (26 SYN
tahun)

Proses pengangkatan anak secara detail diuraikan sebagai berikut:
a. Pengangkatan Anak Keluarga Bapak SPT
Proses pengangkatan anak yang dilakukan Bapak SPT dengan menggelar
serangkaian syukuran, mengundang tetangga-tetangga untuk menjadi saksi
bahwa sejak saat hari itu, anak yang bernama AND menjadi anak Bapak SPT.
Pengangkatan anak laki — laki tercatat di KK sebagai anak kandung. Keluarga
Bapak SPT mengangkat anak laki-laki sejak dilahirkan dari Bapak SML. Anak
angkat tersebut bernama AND yang dilahirkan pada tanggal 18 April 2011

dan diangkat sebagai anak angkat saat masih berusia selapan hari (35 hari). Saat
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ini AND berusia 11 tahun. Bapak SPT mengangkat anak dengan tujuan utama
untuk mengasuh dan membesarkan anak tersebut karena Bapak SPT sudah
lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Hubungan antara orang tua kandung
dengan anak angkat dirahasiakan selama anak tersebut belum dewasa.?
Pengangkatan Anak Keluarga Bapak DPN

Praktik pengangkatan anak oleh keluarga DPN ini tidak dilakukan dengan
serangkaian selamatan. Pihak keluarga SRD hanya menginformasikan kepada
tetangga sekitar. bahwa anak tersebut kini telah diangkat menjadi anak keluarga
DPN. Pengangkatan anak ini tidak mencatatkan pada penetapan pengadilan,
namun telah membuatkan akte kelahiran yang mengatas namakan IPT. Dalam
KK juga sudah tertera ayah kandung IPT adalah DPN. Jadi hubungan antara
anak angkat tersebut dengan kedua orang tua kandungnya telah terputus dan
dirahasiakan. Hal ini karena Bapak SRD saat pengangkatan anak dahulu telah
memberikan hak penuh terhadap keperluannya kepada bapak DPN.

Pengangkatan anak laki — laki secara rahasia dan tercatat di KK sebagai
anak kandung. Keluarga Bapak DPN mengangkat seorang anak laki - laki yang
bernama IPT, anak dari keluarga Bapak SRD yang sekarang berusia 22 tahun.
IPT diangkat sebagai anak oleh Bapak DPN sejak dari bayi dan yang
memberikan nama tersebut juga Bapak DPN. IPT adalah anak tunggal dari

Bapak SRD, seorang yang terhitung masih kerabat jauh dari bapak DPN, yang

3 SPT, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2022

4 DPN, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2022
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tidak terurus. Bapak DPN mengangkat IPT sebagai anak dengan tujuan utama
untuk mengasuh dan membesarkan karena sudah lama menikah tapi belum juga
dikaruniai anak.

Pengangkatan Anak Keluarga Bapak SRJ

Pengangkatan anak perempuan secara adat tercatat di KK, tercatat di KK
sebagai anak kandung dan telah melangsungkan perkawinan melalui taukil wali
nasab. Keluarga Bapak SRJ mengangkat seorang anak perempuan yang
berinisial DKS yang dilahirkan pada tanggal 12 Juli 1997 dan sekarang berusia
26 tahun. DKS merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara dari SYN. Tujuan utama
Bapak SRJ mengangkat anak ini karena orang tua kandung DKS mempunyai
masalah ekonomi oleh karena itu Bapak SRJ mengangkat Anak DKS. Status
Bapak SYN adalah sepupu dari Bapak SRJ. DKS sudah dibuatkan akte
kelahiran dengan tertera DKS. Hubungan anak angkat dengan orang tua
kandungnya saat ini baik-baik saja.

Ananda DKS pada tahun 2020 telah melaksanakan pernikahan dan dalam
hal perwaliannya, bapak SRJ telah menjadi wali dari pernikahannya. Hal ini
karena orang tua kandungnya telah memberikan izin atau telah ada perjanjian
antara orang tua angkat dengan orang tua kandung walaupun perjanjiannya
dalam bentuk lisan. Perjanjian tersebut saat itu disaksikan oleh para tetangga

bahwa saat itu Bapak SRJ diberi izin untuk menikahkannya.®

5 SRJ, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2022
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2. Latar Belakang dan Sebab-Sebab Terjadinya Pengangkatan Anak
Berdasarkan hasil penelitian praktik pengangkatan anak yang dilaksanakan
oleh warga Desa Tawengan Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali ada sebab dan
latar belakang yang mempengaruhi, baik hal tersebut berasal dari keluarga yang
mengangkat maupun dari keluarga orang tua kandung, di antaranya adalah
sebagai berikut:
a. Kondisi Keluarga yang Mengangkat Anak
Kondisi keluarga yang mengangkat anak termasuk dalam katagori
mampu. Pengukuran mampu dalam hal ini adalah secara ekonomi maupun
secara tanggung jawab dalam mengasuh, memberikan kesejahteraan dan
mendidik anak angkat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari orang tua angkat
yang menyekolahkan anak angkatnya hingga perguruang tinggi DKS. Bapak
SRJ menggelar pesta pernikahan DKS dengan acara resepsi yang mewah
menurut ukuran warga setempat. Bapak SPT merupakan seorang guru yang
sudah menjadi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil dan mengajar
di tingkat sekolah dasar. Bapak DPN berprofesi sebagai pedagang pasar,
rumahnya tergolong mewah di desa tersebut. Sedangkan Bapak SRJ memiliki

usaha ternak sapi .°

& Wawancara di Desa Tawengan Sambi, 15 Desember 2022
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b. Sebab-sebab Pengangkatan Anak

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, praktik pengangkatan anak

dilakukan oleh masyarakat Desa Tawengan Kecamatan Sambi Kabupaten

Boyolali, dikarenakan adanya sebab-sebab atau latar belakang yang

mendukung, diantaranya adalah sebagai berikut:

1)

2)

Dilihat dari sisi orang tua kandung

Sebab-sebab pengangkatan anak ditinjau menurut hasil wawancara
adalah karena adanya alasan atau sebab sebagai berikut: Merasa tidak
mampu untuk membesarkan anaknya sendiri dan adanya kesempatan
untuk meringankan beban sebagai orang tua, karena ada pihak yang
ingin mengangkat anaknya.

Hasil wawancara dengan orang tua angkat menyatakan bahwa
alasan yang mendorong untuk menyerahkan anaknya diangkat sebagai
anak angkat oleh keluarga lain adalah keinginan agar anaknya hidup
lebih baik dari pada orang tuanya serta tanggung jawab untuk
membesarkan anaknya sendiri menjadi berkurang.

Dilihat dari sisi orang tua angkat

Sebab-sebab pengangkatan anak ditinjau dari orang tua angkat

menurut hasil wawancara adalah sebagai berikut:

a) Ingin meneruskan keturunan tapi belum dikaruniai anak
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Orang tua angkat di Desa Tawengan mengangkat anak disebabkan
dalam pernikahannya belum atau tidak dikaruniai anak. Kondisi
tersebut menimbulkan adanya keinginan yang besar untuk dapat
seperti keluarga yang lain yang rumahnya selalu ramai dan lengkap
antara bapak ibu dan anak, yang nantinya diharapkan anak tersebut
menjadi penerus keturunan orang tuanya.’

Orang tua angkat juga berasal dari keluarga yang secara ekonomi
mampu. Akan tetapi mereka mendapat cobaan dengan faktor
ketidaksuburan, sedangkan mereka juga berpikir panjang untuk
tempat bersandar besok di hari tua.® Selain hal tersebut, praktik
pengangkatan anak juga bertujuan untuk menjaga tetapnya ikatan
pernikahan. Tidak semua suami atau istri mampu menerima keadaan
suami atau istri yang tidak mampu memberikan anak. Oleh karena
itu, dengan menghadirkan anak di tengah-tengah keluarga diharapkan
mampu mengobati hasrat dan keinginan untuk mempunyai anak

walaupun bukan berasal dari darah daging sendiri. °

" DPN, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2022

8 SPT, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2022

® SRJ, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2022



61

b) Menolong atau merawat anak orang lain
Orang tua angkat mengangkat anak karena melihat anak tersebut
kondisinya memprihatinkan karena ketidak-mampuan orang tua
kandung secara ekonomi untuk merawat, mendidik maupun
memberikan perhatian terhadap anak tersebut karena anaknya sudah
banyak (SYN). Melihat kondisi tersebut orang tua angkat
terpanggil untuk mengangkat anak tersebut yang diyakini sebagai
suatu ibadah karenatelah menolong anak yatim maupun menolong
anak dari kehidupan yang terlantar yang dikarenakan ketidak
mampuan orang tuanya untuk memberikan perhatian dan pemenuhan
kebutuhan anak tersebut. 1°
3) Sebagai pancingan
Menurut hasil wawancara dengan Bapak SRJ, tujuan mengangkat
anak saat itu adalah agar mendapatkan atau sebagai pancingan kehadiran
seorang bayi di keluarga kami. ! Menurut orang-orang tua jaman dulu,
suami istri yang belum mendapat momongan dapat berupaya dengan jalan
mengangkat anak agar nantinya akan mendapat keturunan atau dengan
perkataan lain mengangkat anak sebagai pancingan untuk mendapat

keturunan sendiri. 12

10 SPT, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2022

11 SRJ, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan., Wawancara Pribadi, 22 Desember 2022

2 DPN, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan., Wawancara Pribadi, 22 Desember 2022
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Dapat dinyatakan bahwa motif lain dalam pengangkatan anak adalah
sebagai pancingan yang dilatarbelakangi oleh kepercayaan bahwa
dengan mengangkat anak, maka keluarga yang mengangkat akan
mendapat kehadiran seorang bayi atau mendapat anak kandung sendiri.

C. Pemenuhan Tanggung Jawab Orang Tua Angkat

Praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan berdasarkan hasil penelitian
telah dilakukan sejak anak tersebut masih kecil bahkan masih saat masih bayi.
Anak yang belum dewasa tentunya memiliki hak-hak sebagai anak yang harus
dipenuhi oleh orang tua angkatnya. Tanggung jawab terhadap anak pada praktik
pengangkatan anak telah berpindah dari orang tua kandung ke orang tua angkat.

Hasil wawancara dengan Bapak DPN menyatakan bahwa

“Tentu kami sangat senang mendapat kepercayaan memelihara anak,
meskipun anak angkat, kami telah memelihara, merawat, dan
membesarkannya dengan baik. Kami memberikan kasih sayang seperti
layaknya anak kandung kami sendiri. Saat ini anak saya IPT sudah berusia 22
tahun.” 13

Bapak SPT menyatakan bahwa

“memberikan kebutuhan fisik merawat diberikan makanan dan pakaian
yang terjamin, dalam menjamin mensekolahkan sampai tingkat sarjana, dan

dalam kesehatanya”. Kami selalu memperhatikan kebutuhannya, AND saat ini

13 DPN, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2022
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baru kelas IV SD tapi kami berencana akan menyekolahkannya hingga ke
tingkat sarjana.” 4

Hasil wawancara dengan Bapak SRJ menyatakan bahwa

“Sejak dari bayi hingga dewasa dan menikah, anak saya itu selalu kami
sayangi. Seluruh kebutuhan selalu kami cukupi. Dalam bidang pendidikan,
kami juga telah mengkuliahkannya hingga lulus sarjana. Sekarang anak saya
tersebut sudah menikah.”*® Hasil wawancara saat kunjungan ke rumah Bapak
DPN, anak tersebut tercukupi kebutuhannya. Begitu pula saat berkunjung ke
rumah Bapak SPT, Kondisi fisik AND terlihat sehat kebutuhan fisik dari
makanan dan kebutuhanya yang terjamin. Kunjungan ke rumah Bapak SRJ
menunjukkan hal yang hampir sama. Meskipun anak yang diangkat tersebut
sekarang sudah dewasa dan menikah, tapi masih terlihat perlakuan bapak ibu
angkatnya yang memperlakukan dengan baik. 16

Berdasarkan hasil wawancara dan terhadap kondisi anak angkat di Desa
Tawengan tersebut dapat dinyatakan bahwa orang tua angkat telah memenuhi
tanggungjawabnya untuk memelihara dan merawat anak angkat dengan baik,
memperlakukan anak angkat dengan penuh kasih sayang layaknya anak
kandung sendiri, kemudian menjaga kesehatan anak, memberikan pendidikan

yang layak.

14 SPT, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2022

15 SRJ, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, Wawancara Pribadi, 22 Desember 2022

16 SRJ, Orang Tua Angkat di Desa Tawengan, Wawancara Pribadi, 16 Desember 2022
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Ditinjau Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak
angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari,
biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal
kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Selanjutnya dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan anak dinyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan
menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan. Orang tua angkat
harus dapat menjamin dipenuhinya hak-hak anak angkat menurut Pasal 3

Undang-Undang No. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan.



BAB IV
ANALISIS PEMENUHAN TANGGUNG JAWAB
ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT
MENURUT HUKUM ISLAM

A. Praktik Pengangkatan Anak
1. Ragam Pengangkatan Anak Di Desa Tawengan

Praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan dilakukan dengan tata cara
menurut kebiasaan masyarakat setempat dengan menggelar selamatan. Anak
yang diangkat juga didasarkan pada pertalian darah, yaitu mengangkat anak
dari kerabat. Ditinjau dari hukum negara, praktik pengangkatan anak secara
adat dengan menggelar selamatan dan mengundang tetangga dan perangkat
desa dapat diterima namun belum sah karena tidak dimohonkan kepada
penetapan pengadilan. Praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan tidak
diajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri maupun pengadilan
agama.

Merujuk pada Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa Anak angkat adalah anak yang
haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang
sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan
membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua
angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.! Merujuk pada

Pasal 19 ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa

! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak,

Pasal 1 Ayat 9
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anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya
sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari
orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan
pengadilan.

Menganai terobosan pengesahan anak melalui akta notaris adalah tidak
diperbolehkan. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1979
tentang pengangkatan anak dikatakan antara lain bahwa pengesahan
pengangkatan anak warga negara indonesia hanya dapat dilakukan dengan
suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila
pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir
oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan uraian di atas, hukum negara hanya
mengakui pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Masyarakat
dapat mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak melalui
pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

Negara memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk memilih
pengadilan mana tempat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.
Sejak berlakuknya UU Nomor 3 Tahun 2006, membolehkan Pengadilan
Agama untuk menangani Pengangkatan Anak. Kewenangan itu diatur dalam
penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20, yang menyebutkan bahwa PA
berwenang mengadili "penetapan asal usul seorang anak dan penetapan
pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Dengan aturan itu terkesan
ada dua badan peradilan yang berwenang mengurusi adopsi anak, yaitu

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri . Akan tetapi jelas Perbedaan
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Pengangkatan anak atau adopsi yang dijaukan ke Pengadilan Agama dan
Pengadilan Negeri, Perbedaannya yaitu permohonan anak angkat yang
ditujukan oleh pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk
memperlakukan anak angkat sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka
Permohonan diajukan Ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila
dimaksudkan untuk dipelihara, maka permohonan diajukan ke Pengadilan
Agama.

Ditinjau dari Hukum Islam Hasil penelitian bahwa praktik pengangkatan
anak di Desa Tawengan dirahasiakan bagi si anak sehingga hubungan antara
anak angkat tersebut dengan kedua orang tua kandungnya telah terputus.
Artinya ada upaya menghilangkan nasab dari anak terhadap orang tua
kandungnya, yaitu dengan sengaja tidak memberitahukan kepada anak
tentang orang tua kandungnya. Anak angkat juga diberikan hak waris
sebagaimana layaknya anak kandung. Pengangkatan anak semacam ini
dilarang dalam Islam.

Pengangkatan anak yang bertentangan dengan Hukum Islam adalah
pengangkatan anak yang dengan sengaja menjadikan anak angkat sebagai
anaknya sendiri dengan hak-hak dan kewajiban yang disamakan dengan anak
kandung; diberikan hak waris sama dengan hak waris anak kandung, dan
orang tua angkat menjadi orang tua kandung anak yang diangkatnya.
Larangan untuk menjadikan anak angkat sebagai anak kandung adalah

sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5:
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Artinya: Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di
mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia
menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat
itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih
adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu se-agama dan
maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terdapat apa yang kamu
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh
hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia

2) Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu

3) Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya. ?

Islam menganjurkan pengangkatan anak adalah terbatas pada aspek
kecintaan, perlindungan, dan pertolongan terhadap hak pendidikan anak,
nafkah sehari-hari, kesehatan, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman

Allah dalam surat Al-Ma’idah ayat 2:

2 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Sistem Tiga Hukum, cetakan ke-6, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2002), him. 52.
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Artinya: Bertolong-tolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa,
tetapi jangan bertolong-tolongan dalam hal kemaksiatan dan
permusuhan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dilarang
adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal atau
secara mutlak. Menurut hasil wawancara dengan ulama yang dijadikan
narasumber: Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara
anak orang lain yangtidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi
tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua
kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan
sematamata, sesuai dengan anjuran Allah. Menurut istilah dalam ajaran
Islam, adopsi ini disebut “tabanni”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pengangkatan anak
oleh keluarga angkat untuk dijadikan anak kandung adalah tidak dibenarkan.
Tidaklah bisa anak angkat itu yang baru lahir ditengah-tengah keluarga orang
tua angkatnya seperti anak kandung. Penetapan pengangkatan anak
berdasarkan hukum Islam oleh pengadilan agama tidak memutuskan

hubungan hukum atau hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

Penetapan pengadilan agama hanya sebagai dasar bagi kantor catatan sipil

3 Muh. Fauzan, Ulama di Desa Tawengan, (Wawancara Pribadi, 22 September 2022)
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untuk membuat akta kelahiran. Ditinjau dari Hukum Islam, pengangkatan
anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:
1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkatnya
dengan orangtua biologisnya dan keluarganya, hak ini dapat

diketahui dari ketentuan surat al-ahzab ayat 4-5 dan ayat 37

2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua
angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua
kandungnya, demikian juga orangtua angkat tidak berkedudukan
sebagai pewaris dari anak angkatnya

3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya
secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal

4) Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam
pernikahan terhadap anak angkatnya.*

Merujuk pada beberapa ketentuan diatas jelas, bahwa yang dilarang
adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari
sini terlihat adanya titik persilangan ketentuan adat di beberapa daerah di
Indonesia, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat
dan orangtua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga
adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan
dapat merombak ketentuan mengenai waris. Atas dasar pengertian tersebut

dapat disimpulkan bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah

4 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Sistem Tiga Hukum, cetakan ke-6, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2002), him. 54.
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pengangkatan anak sebagai anak kandung.Hasil penelitian juga menunjukkan
bahwa praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan antara lain didorong oleh

keinginan orang tua sebagai berikut:

1) Ingin meneruskan keturunan tapi belum dikaruniai anak

2) Menolong atau merawat anak orang lain yang ekonominya kurang mampu
3) Ingin mewariskan harta dan

4) sebagai pancingan, tujuan mengangkat anak adalah agar mendapatkan atau

sebagai pancingan kehadiran seorang bayi di dalam sebuah keluarga.

Larangan mengakui anak angkat sebagai anak kandung dalam hukum Islam
adalah terkait dengan akibat-akibat hukum yang terjadi setelah pengangkatan anak.
Seperti diketahui, mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh
kerena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum
dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut
sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering
menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul
dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya
pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari

orang tua angkatnya. °

5 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Sistem Tiga Hukum, cetakan ke-6, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2002), him. 112.
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Anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi,
karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan
darah/nasab/keturunan. Artinya peristiwa pegangkatan anak menurut hukum
kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat,
yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang
setelah mengangkat anak tersebut.® Anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa
dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam

adalah hubungan darah / nasab / keturunan.’

Anak angkat yang tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya tentunya akan
menimbulkan masalah di kemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak
dipahami oleh anak angkat. Oleh karena itu sebagai solusinya adalah orang tua
angkat sewaktu masih hidup bisa memberikan hibah kepada anak angkat tersebut,
apabila sudah terlanjur meninggal dunia dapat ditempuh dengan pemberian wasiat
wajibah untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana yang telah diatur dalam
pasal 209 KHI Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal
209 ayat 2 yang berbunyi: Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka
diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua

angkatnya.

& Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid

dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: RajaGrafino Persada, 2012), him. 121.

" Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), him. 78.
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Pasal 171 huruf (g) kompilasi hukum Islam (KHI) bahwa hibah adalah
pemberian sesuatu secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada
orang lain yang masih hidup untuk di miliki. Pengertian ini sama dengan yang
sering disebut dalam kitab-kitab figih tradisional bahwa yang dimaksud dengan
hibah adalah pemilikan sesuatu akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah

di ketahui secara jelas ketika si pemberi hibah masih hidup.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dinyatakan bahwa hibah bagi anak
angkat disini adalah Pemberian harta dari seseorang kepada pihak lain untuk
dimiliki dengan tanpa paksaan serta pengaruh dari orang lain, secara langsung
ketika pemberi hibah (penghibah) masih hidup, dengan keikhlasan serta tanpa
mengharap imbalan apapun atas pemberian tersebut, mengenai jumlah dan

ketentuan sesuai dengan yang telah di atur dan di tentukan dalam Undang-Undang.

Apabila orang tua angkat sudah meninggal, maka menurut Kompilasi Hukum
Islam adalah dengan jalan pemberian wasiat wajibah yaitu sebanyak-banyaknya 1/3
(sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Wasiat wajibah adalah adalah suatu
wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak
memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu
halangan syara’. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-
Islam, karena perbedaan agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk

menerima warisan atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan
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terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli

waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.®

Kompilasi Hukum Islam mengenut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan
sebanyak 1/3 dari harta yang dimilikinya. Hibah orang tua kepada anaknya dapat
diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah yang akan dilaksanakan menyimpang
dari ketentuan tersebut diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di dalam
keluarga. Sedangkan prinsip yang di anut dalam Kompilasi Hukum Islam adalah
yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia serta sesuai pula dengan pendapat yang
di sampaikan oleh mazhab Hanafi, bahwa orang yang memberikan semua hartanya
kepada orang lain adalah orang yang dungu dan tidak layak untuk bertindak hukum.
Oleh karena orang yang bertindak adalah orang yang tidak cakap sehingga
perbuatan hukum (hibah) yang di laksanakan batal demi hukum. Sebab ia tidak
memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan yang
dilakukan tersebut di hubungkan dengan kemaslahatan bagi pihak keluarga
ahli warisnya, maka sungguh tidak dibenarkan karena di dalam syariat Islam
di perintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya pada diri masing-

masing untuk menyejahterakan keluarga.

8 Andi Syamsu Alam, & M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2007), him. 79.
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B. Analisis Pemenuhan Tanggung Jawab Orang Tua Angkat Terhadap Anak
Angkat Menurut Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua angkat di Desa Tawengan
Sambi telah memelihara, merawat, dan membesarkan anak angkatnya dengan baik,
memberikan kasih sayang seperti layaknya anak kandung kami sendiri. Orang tua
angkat telah memberikan kehidupan yang lebih layak, memperhatikan
kebutuhannya, makanan, pakaian, dan kesehatan serta memberikan pendidikan
yang cukup. Orang tua angkat juga bermaksud memberikan warisan layaknya anak
kandung. Berdasarkan uraian di atas, tanggug jawab dari orang tua angkat terhadap
anak angkat yang telah dipenuhi oleh orang tua angkat di Desa Tawengan.

Tanggung jawab orang tua angkat tersebut sudah sesuai dengan kewajiban
orang tua terhadap anak seperti diatur pada Pasal 26 Undang-Undang No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa kewajiban orang tua vyaitu
mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh-kembangkan
anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. mencegah terjadinya
perkawinan pada usia anak-anak, memberikan pendidikan karakter dan
penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Orang tua angkat juga berkewajiban dan tidak dapat menghindar dari
tanggung jawab melindungi anak angkat. Perlindungan terhadap anak hukumnya
wajib, karena anak yang m asih memerlukan perlindungan dan akan mendapatkan
bahaya jika tidak mendapatkan perlindungan, sehingga anak harus dijaga agar
tidak sampai membahayakan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan
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untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan uraian di atas, tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak
yang belum sesuai dengan hukum Islam adalah Tanggung jawab untuk
memberitahukan orang tua kandungnya saat si anak sudah dewasa. Menurut hukum
Islam, status nasab yang diberikan kepada seorang anak adalah sangat penting
karena akan mempunyai efek dalam kehidupannya di masa mendatang. Menurut
hasil wawancara dengan ulama menyatakan, masyarakat mencampur-adukkan
ketentuan syariat dalam praktik pengangkatan anak. Dalam hukum keluarga Islam,
dikenal istilah Igréar bi al-Nasabatau Istilhag dan Tabbani. Istilhaq bertujuan untuk
memberikan status nasab atau memperjelas asal usul seorang anak yang tidak
teridentifikasi nasabnya.®

Istilhag hanya digunakan pada anak yang tidak diketahui nasabnya,
sedangkan pada kasus anak angkat di Desa Tawengan, anak angkat tersebut telah
diketahui nasabnya yaitu orang tua kandung yang merupakan masih kerabat. Oleh

karena itu hukumnya adalah Tabanni yaitu pengambilan anak yang dilakukan oleh

% Istilnag adalah pengakuan anak/nasab seseorang terhadap anak yang tidak jelas nasabnya;
dalam Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008),

him. 90.
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seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan
kepada dirinya.

Menurut ulama fikih, hukum Islam tidak mengakui pengangkatan anak yang
mempunyai akibat hukum terputusnya kekerabatan orangtua kandung dengan anak
dan anak tersebut masuk ke dalam kekerabatan orangtua angkatnya. Hukum Islam
hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan
demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan
nasab dengan orang kandungnya.'°

Pengangkatan anak dalam hukum Islam yang benar adalah dengan hukum
hadhanah yang diperluas. Pengertian hadanah menurut ulama fikih sebagaimana
dikutip oleh Abu Bakar al- Jabir adalah usaha memelihara anak dari segala macam
bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan baik jasmani maupun
rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri
menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.! Artinya meskipun dalam anak
yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluaannya sehari-hari oleh orangtua
angkat, tetapi anak tersebut dengan orang kandungnya masih tetap mempunyai

hubungan nasab.

10 Andi Syamsu Alam, & M. Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2007), him. 220.

11 Abu Bakar Al-Jabir, Minhajul Muslim, (Daral Ulum Wal Hikam, 2012), him. 586.
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Pengangkatan anak menurut hukum hadhanah adalah pemeliharaan anak
yang diperluas dan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram
antar a anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Al-hadanah yang berarti
mengasuh dan memelihara bayi, dalam istilah hadanah adalah pemeliharaan anak
yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari
segala yang membahayakan jiwanya.!?

Dapat dinyatakan bahwa anak angkat dalam hukum Islam adalah adalah anak
orang lain yang diperlakukan sebagai anak sendiri dalam segi kecintaan, kasih
sayang, pemeliharaan, pendidikan dan tanggungjawab lainnya berdasarkan proses
hukum yang sah dan tidak mengganggu status nasabnya. Menurut hukum
hadhanah, tanggungjawab orangtua angkat terhadap anak angkatnya mencakup
hal kasih sayang, pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan
dan sebagainya beralih dari orangtua kandung si anak kepada orangtua
angkatnya sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171
point (h) yang berbunyi: Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan
untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung
jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan

pengadilan.

2 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,

2008), him. 63.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas maka penulis akan memberikan kesimpulan
pada skripsi ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas yaitu
sebagai berikut:

1. Praktik pengangkatan anak di Desa Tawengan Sambi Boyolali. Antara lain
Keluarga Bapak SPT mengangkat anak laki-laki pengangkatan anak yang
dilakukan hanya melalui selamatan, syukuran, di Desa Tawengan dan
mengundang tetangga sekitar. Keluarga Bapak DPN mengangkat anak laki-
laki. Tidak dilakukan secara adat hanya pihak keluarga yang mengetahui.
Keluarga Bapak SRJ mengangkat anak perempuan. Pengangkatan anak tidak
dilakukan secara adat hanya memberi tahu kepada warga sekitar. Dari praktik
pengangkatan anak di Desa Tawengan kurang sesuai dengan Hukum Islam
karena ada upaya menghilangkan nasab dari kasus keluarga SYN dan SRJ ini
menunjukkan adanya upaya menghilangkan nasab dari anak terhadap orang
tua kandungnya, yaitu dengan sengaja tidak memberitahukan kepada anak.

2. Pemenuhan tanggung jawab oleh orang tua angkat terhadap tanggung jawab
dari orang tua angkat terhadap anak angkat yang telah dipenuhi oleh orang tua
angkat di Desa Tawengan antara lain tanggung jawab dari memelihara anak
dengan baik, memberikan pendidikan yang layak, menjaga kesehatan anak.
Pemenuhan tanggung jawab oleh orang tua angkat terhadap hak anak angkat

sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 1 UU No. 35 Tahun
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2014 perubahan atas UU yang diatur pada No.23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak serta Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka diberikan saran-saran
sebagai berikut:

1. Bagi orangtua mengangkat anak diharapkan untuk memperhatikan hak —
hak anak angkat seperti memelihara dengan baik, memberikan kasih
sayang,Pendidikan layak , serta memenuhi Pendidikan bagi anak angkat,
selantunya apabila anak tersebut sudah dewasa, maka orang tua angkat
wajib memberitahu kepada anak angkat tetang orang tua kandungnya.

2. Bagi penelitian berikutnya, perlu mengembangkan penelian tentang akibat
hukum dari pengabaian hak-hak anak angkat oleh orang tua angkat.

3. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada konflik yang ditemukan pada
tiga kasus, karena tidak bisa memprediksi bagaimana pengangkatan anak

yang benar sesuai hukum islam.
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LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Untuk Orang Tua Angkat

1.

2.

3.

Apa alasan Bapak/lbu untuk mengangkat anak?

Sejak usia berapa Bapak/lIbu mengangkat anak tersebut?

Bagaimanakah pemberian nama anak tersebut, apakah menggunakan nama
dari orangtua kandung atau orangtua angkat ?

Bagaimana tata cara Bapak/lbu tempuh saat mengangkat anak tersebut?
Apakah melalui tata cara adat atau melalui pengadilan ?

Prosedur apa saja yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proses
pengangkatan anak?

Apakah anak tersebut sudah masuk Kartu Keluarga (KK) Bapak/lbu?
Bagaimana upaya Bapak/Ibu untuk memenuhi/menjamin kebutuhan anak baik
dalam segi pendidikan ?

Bagaimana pandangan Bapak/lbu mengenai hak anak angkat setelah dewasa

untuk mengetahui orang tua kandungnya?
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Lampiran 2
Transkip Wawancara
Narasumber Pertama, Orang Tua Angkat (SPT)

Nama Informan : SPT

Jenis kelamin : Laki-laki

Status : Orang Tua Angkat
Hari/Tanggal : Jumat, 22 Desember 2022
Lokasi : Rumah Bapak SPT
Keterangan : P (Peneliti )

N1 (Narasumber 1)

P Assalamualaikum Wr. Wh.

N1 Walaikumsalam Wr. Wh. Monggo, silahkan masuk.
Ada keperluan apa ?

P Sebelumnya, perkenalkan saya Niken Anjaraswati, mahasiswa UIN
Surakarta. Jika bapak tidak berkeberatan saya ingin mewawancarai
kepada bapak untuk tugas akhir saya.

N1 Tugas akhir tentang apa ? dan apa yang ditanyakan?
P Tugas saya mengenai Pengangkatan anak

N1 Nggeh

P Apa alasan Bapak untuk mengangkat anak?
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N1

86

Tujuan utama saya mengangkat anak adalah untuk mengasuh dan
membesarkan karena sudah lama menikah tetapi belum juga dikaruniai
anak

Sejak usia berapa anak tersebut Bapak angkat menjadi anak?

Saya mengangkat sebagai anak sejak selapan hari (35 hari).
Bagaimanakah pemberian anak tersebut,apakah menggunakan nama
dari orang kandung.orang tua angkat?

Sekarang usianya 11 tahun, nama itu diberikan oleh orangtua
kandungnya

Bagaimanakah orangtua kandung dari anak tersebut?

Masih, orang tua masih kerabat jauh dengan saya

Bagaimana tata cara yang Bapak tempuh saat mengangkat anak
tersebut? Apakah melalui tata cara adat atau melalui pengadilan ?

Saya hanya menggelar syukuran dengan mengundang tetangga untuk
menjadi saksi bahwa sejak saat hari itu, anak yang bernama AND
menjadi anak saya

Prosedur apa saja yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proses
pengangkatan anak?

Tidak ada syarat-syarat tertentu, yang penting ada persetujuan orang tua
kandung saja, Saya tidak mengajukan ke pengadilan untuk memohon
penetapan anak angkat

Apakah anak tersebut sudah masuk Kartu Keluarga (KK) Bapak?
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Ya, sejak pengangkatan anak itu selesai, maka AND saya masukkan KK
saya

Apakah Bapak juga melaksanakan tradisi upacara selamatan sebagai
perkenalan anak tersebut bagi warga di lingkungan sekitar?

Hanya syukuran selamatan sederhana saja

Bagaimana upaya Bapak memenui kebutuhan anak ?

Saya berusaha memenuhi semua kebutuhan anak saya tersebut
Bagaimana upaya Bapak menjamin terpenuhinya hak anak untuk
memperoleh Pendidikan dan jasmani dan lainya?

Saya menyekolahkan anak saya setinggi mungkin, dan itu juga kemauan
anak sendiri

Bagaimana pendapat Bapak mengenai hak anak angkat setelah dewasa
untuk mengetahui orang tua kandungnya?

Hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat dirahasiakan
selama anak saya tersebut belum dewasa.

Baik pak, terima kasih atas informasi yang disampaikan kepada
saya.Mohon maaf bila pertanyaan saya kurang berkenan untuk
bapak/Keluarga. dan apakah boleh saya meminta foto untuk
dokumentasi

Boleh

Baik pak tidak apa apa ,terimakasih
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Narasumber kedua, Orang Tua Angkat (DPN)

Nama Informan : DPN

Jenis kelamin : Laki-laki

Status

: Orang Tua Angkat

Hari/TanggaL : Jumat, 22 Desember 2022

Lokasi : Rumah Bapak DPN
Keterangan : P (Peneliti )
N2 (Narasumber 2)

P Assalamualaikum Wr. Wbh.

N2  Walaikumsalam Wr. Wbh. Monggo, silahkan masuk.
Ada keperluan apa ?

P Sebelumnya, perkenalkan saya Niken Anjaraswati, mahasiswa UIN
Surakarta. Jika bapak tidak berkeberatan saya ingin mewawancarai
kepada bapak untuk tugas akhir saya.

N2  Tugas akhir tentang apa ? dan apa yang ditanyakan?

P Tugas saya mengenai Pengangkatan anak

N2  Nggeh, tetapi tidak semua pertanyaan yang diajukan mbak kepada saya ,
saya jawab.

P Apaalasan Bapak untuk mengangkat anak?

N2 Tujuan utama saya mengangkat anak adalah untuk mengasuh dan

membesarkan karena sudah lama menikah tetapi belum juga dikaruniai

anak
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Sejak usia berapa anak tersebut Bapak angkat menjadi anak?

Saya mengangkat anak tersebut sejak masih bayi

Bagaimanakah pemberian anak tersebut,apakah menggunakan nama dari
orang kandung.orang tua angkat?

Nama IPT itu saya yang menamai, dan orang tua kandung sepakat
memberi nama, sekarang usianya 23 tahun.

Bagaimanakah orangtua kandung dari anak tersebut?

la anak dari SRD yang terhitung masih kerabat jauh dengan saya
Bagaimana tata cara yang Bapak tempuh saat mengangkat anak tersebut?
Apakah melalui tata cara adat atau melalui pengadilan ?

Saya tidak menyelenggarakan upacara ataupun selamatan.

Prosedur apa saja yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proses
pengangkatan anak?

Tidak ada syarat-syarat tertentu, yang penting ada persetujuan orang tua
kandung saja. Dan saya tidak mencatatkan penetapan ke pengadilan.
Namun saya telah mencatatkan ke KK

Apakah masyarakat di lingkungan sekitar sini sudah mengetahui status
anak tersebut?

Sudah

Apakah Bapak juga melaksanakan tradisi upacara selamatan sebagai
perkenalan anak tersebut bagi warga di lingkungan sekitar?

Saya tidak menyelenggarakan selamatan

Bagaimana upaya Bapak memenui kebutuhan anak ?
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Saya berusaha memenuhi semua kebutuhan anak saya tersebut
Bagaimana upaya Bapak menjamin terpenuhinya hak anak untuk
memperoleh Pendidikan dan jasmani dan lainya?

Tentu saja sudah lulus SMK , saya berusaha memenuhi kebutuhan
jasmani

Bagaimana pendapat Bapak mengenai hak anak angkat setelah dewasa
untuk mengetahui orang tua kandungnya?

Hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat terputus dan
dirahasiakan

Baik pak, terima kasih atas keterangan-keterangan yang disampaikan
kepada saya.Mohon maaf bila pertanyaan saya kurang berkenan untuk
bapak/Keluarga. dan apakah boleh saya meminta foto untuk dokumentasi
Mohon maaf untuk itu saya kurang berkenan.

Baik pak tidak apa apa ,terimakasih
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Transkip Wawancara

Narasumber ketiga, Orang Tua Angkat (SRJ)

Nama Informan : SRJ

Jenis kelamin : Laki-laki

Status : Orang Tua Angkat
Hari/Tanggal : Jumat, 22 Desember 2022
Lokasi : Rumah Bapak SRJ

Keterangan : P (Peneliti)

N3

N3

N3

N3

N3 (Narasumber 3)

Assalamualaikum Wr. Wh.

Walaikumsalam Wr. Wbh. Monggo, silahkan masuk.

Ada keperluan apa ?

Sebelumnya, perkenalkan saya Niken Anjaraswati, mahasiswa UIN
Surakarta. Jika bapak tidak berkeberatan saya ingin mewawancarai kepada
bapak untuk tugas akhir saya.

Apa yang ditanyakan?

Mengenai tugas akhir saya tentang Pengangkatan anak

Apa alasan Bapak mengadopsi anak?

Tujuan saya mengangkat anak tersebut adalah untuk membantu orang tua
kandung yang saat itu mempunyai masalah ekonomi

Sejak usia berapa anak tersebut Bapak angkat menjadi anak?

Sejak masih kecil, yaitu saat masih berusia 8 bulan
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Bagaimanakah pemberian anak tersebut,apakah menggunakan nama dari
orang tua kandung atau orang tua angkat?

Saya sendiri sebagai orangtua angkat, dan usianya sekarang 28 tahun.
Bagaimanakah orangtua kandung dari anak tersebut?

Masih ada, namanya bapak SYN, masih sepupu sama saya.

Bagaimana tata cara yang Bapak tempuh saat mengangkat anak tersebut?
Apakah melalui tata cara adat atau melalui pengadilan ?

Ada persetujuan orang tua kandung saja.Saya tidak mengajukan ke
pengadilan untuk memohon penetapan anak angkat

Prosedur apa saja yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proses
pengangkatan anak?

Tidak ada syarat-syarat tertentu, yang penting ada persetujuan orang tua
kandung saja. Dan saya tidak mencatatkan penetapan ke pengadilan.
Namun saya telah mencatatkan ke KK

Apakah Bapak juga melaksanakan tradisi upacara selamatan sebagai
perkenalan anak tersebut bagi warga di lingkungan sekitar?

Hanya syukuran sederhana saja

Bagaimana upaya Bapak menjamin terpenuhinya hak anak untuk
memperoleh Pendidikan dan jasmani dan lainya?

Saya memenuhi semua kebutuhan anak saya ,mengkuliahkan hingga
ketingkat sarjana.

Bagaimana pendapat Bapak mengenai hak anak angkat setelah dewasa

untuk mengetahui orang tua kandungnya?
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Pada awalnya dirahasiakan tapi setelah dewasa, anak tersebut akhirnya
mengetahui bapak kandungnya adalah SYN. Hubungan anak angkat
dengan orang tua kandungnya saat ini baik-baik saja.

Baik pak, terima kasih atas keterangan-keterangan yang disampaikan
kepada saya.Mohon maaf bila pertanyaan saya kurang berkenan untuk
bapak/Keluarga. dan apakah boleh saya meminta foto untuk dokumentasi
Mohon maaf untuk itu saya tidak bisa

Baik pak tidak apa apa ,terimakasih
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DOKUMENTASI

Dokumentasi Wawancara Orang Tua Angkat
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